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PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

Abstraksi

Pertumbuhan dunia usaha di Indonesia saat ini patut dibanggakan. Di berbagai
sektor usaha menunjukan perkembangan yang cukup pesat, baik sektor industri
maupun jasa. Perkembangan yang pesat ini meliputi telekomunikasi, transportasi,
otomotif, perdagangan, lembaga keuangan baik bank maupun lembagakeuangan non
bank, dan jenis usaha lainnya. Hal ini menciptakan persaingan usaha di antara para
pelaku bisnis yang ada. Dari sektor layanan jasa misalnya terjadi persaingan yang
cukup ketat khususnya layanan yang bisa menarik pelanggan. Dengan adanya
persaingan antar para pengusaha yang berskala Nasional dan juga Internasional di
berbagai bidang, disinilah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
menjadi sangat penting.

Sejak didirikan tahun 2000 yang lalu sebagai pengawas usaha, KPPU banyak
mengeluarkan putusan-putusan dari perkara yang masuk sebagai perkara yang di
anggap melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Putusan-putusan tersebut akan menjadi
kabar baik bagi pendamba iklim persaingan yang sehat. Namun, tidak sedikit yang
meyayangkan keputusan KPPU yang dianggap melebihi batas kewenangan KPPU
sendiri. KPPU tidak hanya mengawasi perusahaan-perusahaan lokal, tetapi
perusahaan-perusahaan skala global yang bisnisnya mencapai asset triliunan seperti
Temasek atau Carrefour, bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
perusahaan rekanan pemerintah daerah pun juga diawasi oleh KPPU.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.
Yaitu, telaah kritis terhadap konsep, fungsi, dan peran Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) menurut hukum Islam berdasarkan kepada nas-nas al-Qur’an dan al-
Hadis serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, dan UU No. 5
Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Peneliti
berupaya melakukan perangkuman atasa logika teoritik dari prinsip-prinsip syari’ah
yang kemudian dikembangkan sebagai kerangka teoritik dalam membahas peran
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran KPPU dalam
melakukan pengawasan dan pemeriksaan sampai menjatuhkan putusan, pada
dasarnya sama dengan fungsi lembaga hishah yang pernah ada dalam sejarah Islam.
Hanya saja cakupan KPPU lebih kepada pengawasan terhadap kegiatan ekonomi saja
sementara hisbah meliputi aspek ibadah, akidah, dan juga ekonomi.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

Pedoman Trandliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Mentri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987
dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
-] Ba’ b Be
O Ta’ t Te
&y Sa’ § estitik atas

d Jim j je

z Ha’ h Ha (dengan titik bawah)
z Kha’ kh kadan ha

Q Dal d De

3 Zal z ze (dengan titik di atas)
D Ra’ r Er

) Zai z zet




L Sin S €s
B Syin sy esdan ye
) Sad $ Es (dengan titik di bawah)
> Dad d De (dengan titik di bawah)
L T2’ { Te (dengan titik di bawah)
& 2 z Zet (dengan titik di bawah)
¢ ’Ain komaterbalik di atas
t Gayn g ge
—a Fa’ f ef
a3 Qaf q qi
gl Kaf k Ka
d Lam 1 e
e Mim m em
O Nin n en
9 Waw w We
o Ha’ h Ha

Vi




s Hamzah | ... Apostrof
S Ya’ y Ye
B. Konsonan Rangkap Karend&asydid ditulis Rangkap
dll 4y ditulis Wilayatul Mazalim
s ditulis 'iddah
C. Ta' Marbiitah di Akhir Kata
1. Biladimatikan tulish
LS~ ditulis Hikemah
Qo> ditulis hisbah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia seperti Zakat, shalat dan sebagainya, kecuali

dikehendaki lafal aslinya)

2. Biladihidupkan karena berangkaian dengan katalain, ditulist:

Jdl 3187 ditulis Zaka tul-fitri

D. Vokal Pendek

] (fathah) ditulis a contoh e < ditulisdaraba

) (kasrah) ditulisi contoh ditulis Fahima

S

' (Dhamah) ditulis u contoh u.~"5 ditulis kutiba

E. Vokal Panjang

1.

fathah + alif, ditulisa’ (garis diatas)
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idal- ditulis Ja’hiliyah

2. fathah + Alif maqsur ditulis 2’ (garis diatas)

.-

o ditulis Tansi
3. kasrah + ya mati, ditulis 1 (garis diatas)

£ ; ditulis Karim
4. Dhammah + Wau mati ditulist (garis diatas)

PP ditulis Furid

F. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati, ditulisai

@g&g ditulis bainakum

2. Fathah + wau mati, ditulis au

J b ditulis gaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisakan dengan apostrof

(,:JTT ditulis a’antum
ousd ditulis widdat
¢ )g.:e o ditulis la’'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Biladiikuti huruf gomariyahditulis al-

ol | ditulis Al-Quran
oLl ditulis Al-Qiyas

viii



2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

¢ lawd! ditulis As-Sama’

il ditulis Asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulismenurut penulisannya

P (93 ditulis zawi al-firid

Lt J.a\ ditulis Ahl as-sunnah

. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Y ang Disempurnakan
(EYD)
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan didefinisikan sebagai aktifitas ekonomggara dan
perubahannya dari kondisi konstan dan tetap megmndisi mobiledan dinamis
dengan cara penambahan kemampuan ekonomi negark om@realisasikan
pertambahan tahunan yang dihitung dalam akumukagsa beserta perubahan
jumlah dan sarana-sarana produksi, kemampuan nsnyenaga kerja, dan
perhitungan pertambahan kemampuan industri beseftastrukturnya yang
ditunjukkan melalui penurunan ketergantungan pddditas-aktifitas ekonomi
tradisionat.

Kekuatan ekonomi yang kokoh merupakan landasanausamsitu negara di
belahan dunia manapun, apabila suatu negara atagsdamemiliki tingkat
ekonomi yang kuat berarti negara tersebut memHKidaulatan yang sejajar
dengan negara lain. Untuk menuju ke tatanan negang berdaulat secara
ekonomi, maka diperlukan suatu kesinergian antaragpintah dan masyarakat
dalam membangunpolitical will tentang pengelolaan ekonomi. Negara
merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam talede dasar-dasar aturan

yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhaia sétifitas ekononi

! Abdullah Abdul Husain At-TarigiEkonomi Islam Prinsip Dasar dan TujuafYogyakarta :
Magistra Insani Press, 2004), him. 205.

2 Ibid., him. 275.



Dalam aktifitas ekonomi, setiap individu, lembagauaperusahaan tentunya
memiliki target bisnis masing-masing untuk mendikgatkeuntungan, sehingga
berbagai upaya dilakukan dengan mengelaborasikabesudaya yang dimiliki
untuk meraih kepuasan maksimal. Karena hal itu, anatuncullah istilah
persaingan diantara mereka dalam menjalankantaktdékonominya. Salah satu
masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan dunia geala umumnya adalah
adanya persaingan

Dunia bisnis di Indonesia saat ini berkembang tabptas sehingga
mampu menerobos berbagai dimensi kehidupan darakperperekonomian
manusid. Adanya persaingan dalam dunia bisnis memberikanfaat yang
tidak sedikit bagi kehidupan, namun untuk menghindasi negatif dari
persaingan, perlu dibuat suatu aturan yang jelebingga persaingan dapat
berjalan dengan baik atau dengan kata lain tersymi#ulevel playingfield, yang
membuat pelaku-pelaku usaha kecil tetap dapat taeRgn usaha di samping

pelaku-pelaku usaha besar tetap dapat menjalarsicdrany?

Berfungsinya sebuah lembaga pengawas merupakdnsslawujud dari

proses penegakkan keadilan untuk semua lapisananaé&sy. Dengan demikian,

% Sukanto Reksohadiprodjo, dan Tindriyo Gito SudarManagement Produkstet. ke-3.
(Yogyakarta: BPFE UGM 2000). HIim. 57.

4 A. Rahmat Rosyadi, dan NgatinArbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Pasitif
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), him. 1.

® Ditha Wiradiputra, “Hukum Persaingan Usaha Indamg&d¥odul untuk Retooling Program
Under Employee Graduates at PriorityDisiciplinesileinTPSDP, DIKTI. Jakarta: 14 September 2004



permasalahan yang di hadapi setiap pelaku usaha wgdianya persaingan,
berhubungan dengan "peranandl€)® yang dimainkan oleh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini KPPU memilleranan dan
kewenangan untuk menentukan dan memutusakan pihak-p/ang dirasa
melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentamgngan Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU tersebut mi@opdasar aturan untuk
melaksanakan praktek usaha yang sehat. Oleh kdtenaeranan KPPU untuk
memelihara kestabilan dunia usaha dari komponerpkoen monopoli dan

lainnya, sangat diharapkan.

Semenjak UU No. 5 Tahun 1999 berlaku secara efeékii#k sedikit kasus
dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 gitaporkan masyarakat
kepada KPPU, dan bahkan sebagian dari laporanbtérdelah diputus oleh
KPPU, baik itu terbukti melanggar atau tidak tepukelanggar. Seperti Putusan
KPPU yang menyatakan tidak ada unsur monopoli BariDirect Vision dan
Astro All Asia Network, walaupun putusan tersebipiettanyakan berbagai pihak
sebab keuntungan dari hak siar Liga Inggris akasufnie PT Direct Visioh

UU No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu hukuntifpgang harus

ditegakkan di seluruh wilayah Negara Republik Inekia, sehingga KPPU

® Menurut Bambang Marhijanto, Kata peranan beradajsebagai bagian dari tugas yang
harus dilaksanakan. Lihat Bambang Marhijanttamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer
(Surabaya: CV. Bintang Timur, 1996), him. 476.

" http://kompas.co.id/ KPPU Kukuh Putusannya Untamgkonsumen. Akses 17 Februari
20009.



sebagai lembaga yang yang ditugasi oleh UU No.Huid 999 untuk mengawasi
pelaksanaan dari UU itu sendirimemiliki kewajiban untuk mengawasi
pelaksanaan praktek para pelaku usaha. Bagi KP§as tersebut bukanlah suatu
pekerjaan yang mudah, terlebih bagi suatu lembagg yergolong masih baru

karena menegakkan hukum persaingan usaha merugakéun pekerjaan yang
membutuhkan keahlian khusus, dalam banyak hal -fakta saja tidak cukup

kuat untuk mengatakan bahwa telah terjadi suatangelaran terhadap UU

Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak.

KPPU didirikkan pada tahun 2000 sampai saat ini htelzanyak
mengeluarkan putusan-putusan yang terkait dengéanggaran terhadap UU
Nomor 5 Tahun 1999. Namun beberapa kalangan mdyalaiva kinerja KPPU
masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hdiungkapkan oleh Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) Monopoly Walttlgang menyayangkan munculnya
pasalinjunction (suntikan) melalui diktum kelima putusan KPPU namay kasus
dugaan monopoli siaran Liga Inggris. Menurutnyasagbanjunction itu sama

sekali tidak terkait dengan monopoli hak siar Ligggris. Putusan ini telah

8 pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1P&tang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

°® KPPU didirikan oleh pemerintah Indonesia patiaia2000

1% Achmad Shauki, “UU N0.5/1999 dan tantangan bagPKP Makalah disampaikan pada
Diskusi Panel Memperingati 2 tahun diberlakukantyld No0.5/1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disglgagan oleh Lembaga Kajian Persaingan dan
Kebijakan Usaha FHUI, Jakarta, 26 Maret 2002, him.1

1 http://kompas.co.id/ KPPU Monopoly Watch Persoaliasal Suntikan Putusan KPPU.
Akses 17 Februari 2009



melewati wewenang KPPU yang seharusnya hanya mangasus monopoli
siaran Liga Inggris, bukan sengketa bisnis Lipptr@s

Berkaitan dengan peranan KPPU yang dapat dijadiesryusun sebagai
alasan untuk menganalisis peranannya perspektitirhulslam, seperti yang
diungkapkan oleh Danrivanto Budhijafto bahwa, peran KPPU dalam
menjatuhkarputusan KPPU terhadap Temasek untuk menjual saleasehesar
5% tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Keputusangy#elah dikeluarkan
KPPU tersebut akan mengundang ketidakpastian kaseakh-olah tidak ada
rujukan hukum yang pasti di Indonestelain itu keputusan KPPU terhadap
Telkomsel yang mengharuskan untuk menurunkan hanigamal 15% dinilai
oleh banyak kalangan akan mematikan persaingaseitdiri. Kesalahan fatal
KPPU dalam penetapan harga ini sekaligus memptkdihdbahwa KPPU seolah-
olah memiliki kewenangan yang melebihi kekuatan gamah*. KPPU dalam
menjalankan tugasnya sebagai pengawas pelaku yaaganelanggar UU No. 5
Tahun 1999 tidaklah sederhana. Hal ini, mengingatehka KPPU sebagai
lembaga yang lahir dari produk hukum yang relaifuodan memiliki mekanisme

aturan main yang spesifik. Persoalan yang krusialaén apabila pelaku usaha

12 hitp://www.bisnis.com/servlet/page, “Kartel SMSldpanas keputusan KPPU,” akses 26
Februari 2009

13 Seharusnya hal-hal teknis pelepasan saham bukajadh&ewenangan KPPU. Selain itu,
pembatasan jumlah persentase pembelian juga mehgleah adanya diskriminasi bagi pemegang
saham potensial yang akan masuk

14 KPPU lewat ketetapan ini, telah menjadi peneangé di industri telekomunikasi seluler



mengajukan keberatan dan diteruskan ke PengadilegerN selalu terdapat
perbedaan pendekatan dan perlakuan antara KPPBemgadilan NegerHal ini

terbukti dengan adanya putusan KPPU yang dibatalednPengadilan Negeri.

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang wewenang Ké&tam tata cara
penanganan perkara. Hukum tersebut dibuat padangasantuk menciptakan
keadilan di tengah-tengah masyarakat. Demikian jdgagan KPPU (sebagai
penegak hukum) diharapkan bisa efektif bekerjanggfa dapat menciptakan
keadilan bagi iklim persaingan sehat dalam dunghasndonesia.

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang kamepssf diharapkan
mampu memberikan jawaban dan penilainnya terhadajbabai persoalan
kemanusiaan termasuk bidang muamalat dan perekanpraehingga tujuan-
tujuan diturunkan hukum Islam akan dapat tercapéiuysebagarahmat dan
menciptakan kemaslahatan umat, sedangkan negaagasebengemban tugas
pelaksana hukum di harapkan mampu mewujudkan lembeagara yang efektif

dalam melaksanakan tugasnya demi menciptakan keadil

. Pokok Masalah
Sebagaimana uraian latar belakang masalah di atedka pokok
permasalahan yang dapat dirumuskan dari peneiitiadalah:
1. Bagaimanakah peran Komisi Pengawas Persaingan UK&R) dalam

mengawasi aktifitas ekonomi perspektif hukum Is{@wsitif legality)?



2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap peRfPUKdalam

mengeluarkan keputusan dan memberikan sanksi.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana fungsi dan wewenangis{idPengawas
Persaingan Usaha (KPPU) dalam Hukum Islam dan ULbN@hun 1999
tentang larangan praktek monopoli dan persaingahausdak sehat.

2. Untuk menjelaskan Usaha-usaha apa saja yang dagagoptimalkan
peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dadantiptakan
kemaslahatan masyarakat.

Kegunaan Penelitian:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembanga@azaktah
keilmuan, khususnya dalam kajian hukum Islam dakuhu positif
mengenai fungsi dan peran KPPU

2. Memberikan pemahaman yang komprehensif tentangsfudan peran
KPPU tentang pengawasan persaingan usaha dankonast®poli

3. Sebagai stimulan bagi studi berikutnya mengenasgadan-persoalan

fungsi dan peran KPPU yang lebih komprehensif.



D. Telaah Pustaka

Kajian yang membahas tentang Komisi PengawasamiRgas Usaha
(KPPU), sepanjang penelusuran yang penyusun lakukgisan-tulisan yang
berbentuk artikel dan makalah, bahkan skripsi,hted@la yang membahas
mengenai monopoli dan persaingan usaha.

Dalam skripsi Muhammad Darmad yang berjudul Moniogalam Dunia
Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU No. 5 Tahun. B&8fpsi ini membahas
tentang monopoli berdasarkan hukum Islam dan UUSN®ahun 1999 dengan
menggunakan studi komparasi. Kesimpulan dari peadsah skripsi tersebut
yaitu larangan terhadap praktek monopoli oleh pmetaku usaha berdasarkan
hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1999, karena deiaganya praktek monopoli
tidak akan menimbulkan persaingan usaha yang Sehat.

Ahmad Zuhad dalam skripsinya juga telah membahatartg Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berjudul agembPengawas
Persaingan Usaha Dalam Prespektif Hukum Islam dama Terhadap
Pembentukan (KPPU), yang menyimpulkan bahwa pernkentKPPU adalah

berdasarkan pertimbangan untuk menciptakan kensalah namun dalam

> Muhammad Darmad,” Monopoli dalam Dunia Usaha Pagada Hukum Islam dan UU No
5 Tahun 1999,” (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IABNnan Kalijaga, 2003 )



pembahasannya tidak terdapat tinjauan hukum Isteinadap kewenangan KPPU

yang dibahas secara mendaf&m.

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnydgkisatupun membahas
mengenai bagaimana peran Komisi Pengawas Persaibgama (KPPU)
perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonestéiapi masing-masing hanya
membahas secara sekilas, terbatas dan hanya pgadandaersaingan usaha tidak

sehat dan anti monopoli.

E. Kerangka Teoretik
Setelah terbentuknya wilayah Islam di Madinah, lsadatu tugas Nabi
SAW adalah membentuk kembali lembaga-lembaga aggaletakkan norma-
norma perilaku dan menetapkan keputusan-keputusdumk umelindungi dan
menegakkan norma-norma terséhuSelain memperhatikan akhlaq yang mulia,
Nabi SAW juga memperhatikan pelembagaan, penegaklempelestarian nilai-
nilai ini dengan memerintahkan setiap orang untekakukanamar ma’tf nahi

munkar'®

Lembaga Islam adalah sistem norma yang didasar&da gjaran Islam,

dan sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Letaa. Kebutuhan tersebut

6 Ahmad Zuhad, “ Lembaga Pengawas Persaingan Usalhan dPrespektif Hukum Islam
Tinjauan Terhadap Pembentukan KPPU,” (Yogyakar&uRas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

' |bnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islamalih bahasa Arif Maftuhin Dzahir,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. X.

'8 Ibid., him x
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bermacam-macam meliputi kebutuhan keluarga, sagi@homi dan budaya. Di
antara fungsi lembaga Islam adafah:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat (mulsggimana
mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalanmghaelapi
berbagai masalah yang timbul dan berkembang dalasyamakat.

2. Memberikan pegangan kepada masyarakat bersangkdédam
melakukan pengendalian sosial menurut sistem tertgakni sistem
pengawasan,

3. Menjaga keutuhan masyarakat

Agama Islam melalu syari'at atau hukum agamanyahtahengatur

persoalan mengenai lembaga Islam yang berfungsgameasi, mengadili,dan
memberikan teguran. Berkaitan dengan hal itu, pgaet syari’at Islam bertujuan
untuk menciptakan kemaslahatan Dalam sistem pemerintahan Islam,
kewenangan peradilaral{qada) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu wilayah
mazalim, wilayah gqada, dan wilayahiisbah Adapun yang dimaksud dengan
wilayah hisbah yaitu muhtasib yang kewenangannya adalah menyuruh berbuat

baik dan melarang berbuat mungkar, yang tidak tewkawilayah gada dan

% Mohammad Daud Ali dan Habibah Daudmbaga-Lembaga Islam Di Indonesizt.ke-
1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), Alm.

20 in Solikhin, “Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Hist®Pemerintahan IslafhJurnal Studi
Islam dan Budaya, Vol 3:1, him. 1.
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wilayah lainnye®* Secara teknis wilayathisbah ini dapat pula didefinisikan
sebagai lembaga yang mengawasi aktifitas perek@mordalam Islam. Pilar
infrastruktur yang satu ini barangkali yang terpapimenurut perspektif ekonomi
dari sekian pilar yang ada, karena ini merupakarghkai (rameworR bagi
aktifitas ekonomi dan muamaft.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwamar ma'mif nahi munkar yang
merupakan wewenang para petughgisbah merupakan tugas besar dan amat
luas. Karena untulamar ma'mif nahi munkarSyari'at diturunkan oleh Allah

swt?

Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomianitisef@mgawasi dan
melarang praktek yang tidak benar baik dalam sisfeat beli, produksi,
konsumsi, dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakuséleh tim independefahl
al-hisbah). Tim ini mengawasi instansi-instansi, pabrik-pabdin induk usaha
lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang titedouji dari masyarakat
dengan memanfaatkan keluguan dan kebodohan meeakiandemuaskan nafsu

keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil méfabebagai implementasi dari

2L |bn Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islamalih bahasa Arif Maftuhin Dzahir,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. X.

22 \leithzal Rivai, dan Andria Permata VeithzisJamic Financial Management, Teori,
Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembagaatgan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), him. 64.

23 Abdul Azis Dahlan (ed.)Enslikopedi Hukum lIslaptet.ke-1(Jakarta: Ickhtiar Baru Van
Hoeve), HIm. 1939.

24 Ahmad MujahidinEkonomi Islam(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), him. 114
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peran negara dalam meciptakan keadilan kepada semiadu masyarakat,
maka salah satu tugas pokeluitasib (penegakhrisbah) adalah menegakkan

keadilan dengan menegakkan hukum dan mor&ftasman Allah SWT:

O™ 1 O 4y @ Slang Lows 1 01 Jtally paSiomsl Al g @208 131

) s e

Dilihat dari segi esenswilayatul alfisbah tugas al-kisbah tersebut
merupakan tanggung jawab setiap muslim, sebagaidketa SWT mewartakan
bahwa umat senantiasa menjalan&arar ma’nif nahi munkay juga mewajibkan
amar ma'if nahi munkarsebagai kewajibakifayah?’ di dalam a/-Quran Allah

SWT berfirman:

Sl e Oy Coall 09,0 Ly ) L) Osey Bl (s (S
Menurut kesepakatan ahli Fikih, wewenang wilaydkisbah meliputi

seluruh pelanggaran terhadap prireipar ma’tf nahi munkardi luar wewenang

gada (peradilan biasa) atawilayatul almazalim baik yang berkaitan dengan

% Ibid., him. 132.
% An-Nisa’ (4): 58
%" |bn Taimiyah,Tugas Negara Menurut Islarhim. 95.

28 Ali-‘lmr an (3): 104
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pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah maupogamg&ut akidalf’
Berkaitan dengan pelanggaran dalam masalah muansagperti praktek
monopoli, perjudian, persaingan usaha tidak sewatain-lain, maka hal itu pun
merupakan kewenangatiisbah untuk melakukam koreksi. Selain itu tugds
Hisbah ialah memberi bantuan kepada orang-orang yangk tidapat

mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugaggsisbah®

Persoalan monopoli sesungguhnya merupakan persgafay mendapat
perhatian yang sangat serius dari ajaran ISfasebagaimana yang dinyatakan

oleh Allah Swt di dalam al-Quah surat alHasyr :

2,Sen sl VI op U3 0UY S
Selain riba, monopoli adalah komponen utama yangn akiembuat
kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kettkngehingga menciptakan
kesenjangan sosial dan ekonomi. Para ulama terkeeadutkd pertengahan, seperti
Ibn Taimiyyah, lbn al-Qayyim al-Jauziyyah, dan Ithaldun, telah pula

melakukan kajian yang mendalam tentang praktik mpoho lbn Taimiyyah

29 Abdul Azis Dahlan (ed.)Enslikopedi Hukum Islaptet.ke-1(Jakarta: Ickhtiar Baru Van

Hoeve), Him, 1939

% T.M Hasbi ash-shidieqyPeradilan Dan Hukum Acara Islandi sadur oleh A. Rahmat

Rosyadi, dan NgatinoArbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Pasiffandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2002), him. 36.

31 http://www.republika.co.idMonopoli Dalam Pandangan Islam, Didin Hafiduddiakses

tanggal 15 Juni 2008

% Al-Hasyr (59): 7
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misalnya, dalam kitabnyAl-zisbah 1l al-Islam menyatakan bahwa ajaran Islam
sangat mendorong kebebasan untuk melakukan akteki@nomi sepanjang tidak

bertentangan dengan aturan agama.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiastaia (library
research)yaitu penelitian yang sumber datanya diperolehataepenelitian
buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akbahak dalam
penelitian ini.
3. Sifat Penelitian
Penelitian ini dimulai dengan deskriptif-analftik Deskriptik adalah
metode yang menggunakan pencarian fakta dengaspiatasi yang tepat,
sedang analisis adalah menguraikan sesuatu deregamatcdan terarali.
Yaitu penulis berupaya memaparkan tentang landasdwim, tugas dan
wewenang KPPU kemudian memaparkan relevansinya adeph
perkembangan dunia usaha.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniaadpendekatan

normatif. Yaitu, telaah kritis terhadap konsep, gsin dan peran Komisi

%3 A. Bakker dan A. Charis Zubailyletodologi Penelitian Filsafathlm 54. Lihat juga
Suryomo Soekantdengantar Penelitian HukuinJakarta: Ul Press, 1986) him. 9-10.

3 Muhammad NazitMetode PenelitiarfJakarta: Ghalia Indonesia, 1998), him. 63.



15

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurut hukwam Iberdasarkan
kepada nas-nas al-Q&n dan al-Hadis serta pendapat para ulama yang
tertuang dalam kitab-kitab fikih, dan UU No. 5 TahlO99 Tentang larangan

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah segala malahan baik
buku, jurnal, artikel, tesis dan sebagainya yamkaieerat dengan substansi
permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalaihmi sumber yang akan
digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 168fang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Selastnas al-Quih dan
al-Hadis yang berkaitan dengan peran pengawas ipgasa usaha, serta
pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kikéb klasik dan kitab-
kitab fikih kontemporer yang membahas tentang kaasd. Selain itu buku-
buku yang membahas tentang fungsi dan peran pesgavp@rsaingan usaha,
serta berbagai macam tulisan baik secara eksplaipun implisit membahas
masalah peranan lembaga pengawas persaingan usmafpangliputi segala
tulisan yang berkaitan dengan masalah persaingamausecara umum, baik
yang tertuang dalam buku, tulisan, jurnal, bahkalam bentuk esai

sekalipun.
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6. Analisis Data
Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metlektif.
Metode deduktif yaitu analisa yang bertolak pad&a-data yang bersifat
umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifatskisu Metode ini akan
digunakan dalam menganalisa peran Komisi PengawasaiRgan Usaha
(KPPU) berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentangrigan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang d#@&mu
dikontekstualisasikan dengan kewenangan komisiapggan usaha dewasa

ini.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab satu terdotari tujuh sub bab,
pertama,yaitu diawali dengan pendahuluan berisi latar atgkmasalah yang
penyusun teliti. Kedua, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap
kandungan yang terdapat dalam latar belakang niaskktiga, tujuan dan
kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicdplm penelitian ini,
sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari haslitpen Keempat,telaah
pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur ybarkaitan dengan obyek
penelitian. Kelima, kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam
pembahasan dan penyelesaian mas&lebnammetode penelitian, berisi tentang
cara-cara yang dipergunakan dalam peneli@tujuh,sistematika pembahasan,

berisi tentang struktur yang akan dibahas dalarelfiem ini.
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Bab dua memberikan ulasan tentang Komisi Pengaersaifgan Usaha
(KPPU). Ulasan ini dimaksudkan untuk memberikan Igaman tentang
kedudukan dan peranan Komisi Pengawas PersaingdralUKPPU). Uraian bab
ini meliputi, tugas, fungsi, kedudukan serta kebaji KPPU.

Bab tiga dikhususkan untuk menjelaskan peran pengawas pgesai
usaha dalam Islam penjelasan ini dimaksudkan umh@ngetahui peranan
pengawas persaingan usaha dalam melakukan aktip@agawasan terhadap
segala bentuk persaingan dan kecurangan dalam gamgkn, yang meliputi
perannya dalam mengadili, mengawasi, dan membeslahksi kepada pihak
yang melanggar Undang-undang.

Bab empat merupakan inti atau substansi dari kegeln penelitian
(skripsi) ini. Bab ini membahas tentang peranan kompengawas persaingan
Usaha dalam pandangan Hukum Islapositif legality. Pembahasan ini
dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh perananKE&am hukum Islam
(positif legality dan pendapat para Ulama.

Akhirnya kesimpulan dan saran dari penelitian imtiahgkan dalam bab

lima yang sekaligus merupakan bab penutup.



BAB I1

GAMBARAN PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM ISLAM

A. Peran Negara Dalam Mengawasi Persaingan Usaha
Peranan negara sangat menentukan dalam memupuilaiasistem
ekonomi Islam. Peranan tersebut diperlukan dalgmelkatiukum, perencanaan,
dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber diaya dana, pemerataan

pendapatan dan kekayaan, serta pertumbuhan dalitatatkonom;*

Dalam Islam, pemerintah merupakan pihak yang mknatoritas dalam
mengawasi kegiatan ekonomi untuk mencegah oranggoy@ng lemah sisi
keimanannya dari penyimpangan dalam kegiatan ekpman selanjutnya untuk
pencegahan dari memakan harta orang lain denganyeaugbaril. Selain itu
pengawasan tersebut juga dimaksudkan untuk menceggdla sesuatu yang
mempengaruhi kebebasan transaksi dan proses pegdagaehingga persediaan
dan permintaan barang berfluktuasi di pasar beimek ada kegiatan jual beli
yang ilegal, dan mencegah persaingan yang tidad$eh

Tugas negara adalah mengubah pemikiran manjadi @®dduatan,
mengubah nilai menjadi hukum undang-undang, merhikata moralitas kepada

praktek-praktek kongkrit, dan mendirikan berbaganlbaga dan intansi yang

! Mohamad Daud, dan Habibah Daudembaga-Lembaga Islam di Indonesiet. ke-1
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), him. 234

2 Jaribah bin Ahmad Al-Hagi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattahalih bahasa, Asmuni
Solihan Zamakhsyari, (Jakarta Timur: Khalifa, 2006. 585.

18
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dapat melaksanakan tugas penjagaan dan pengemisergaa hal tersebut, juga
monitoring pelaksanaan, setelah itu sejauh mangeahksanaan dan ketidak
disiplinan terhadap kewajiban yang diminta dan rhekgm orang yang
melanggar atau melalaikan dengan memberikan sasksimpal’® Islam

memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukéatds pada sistem
keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif darangan luar. Tetapi
pertanggung jawaban ini harus merupakan bagian plamgram pencapaian
masyarakat ideal, makmur dan adil. Keadilan dalaasyarakat tidak mungkin
tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membghng lemah dan
memberikan jaminan sosial kepada mereka, termaang ynenyangkut masalah
perekonomiar. Al-Ghazali telah mengidentifikasi dengan jelasbagpai jenis

fungsi ekonomi yang dijalankan oleh negara. la tidyeratkan bahwa untuk
meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus ragkag keadilan,

kedamaian, dan keamanan, serta stabflitas.

Islam mempertimbangkan keadilan sebagai dasar paatesn. Keadilan
dalam Islam merupakan konseptualisasi pembentukian moral dan sosial.
Implikasinya bagi prilaku individual adalatpertama bahwa seseorang

seharusnya tidak melanggar batasan orangKa&duaharus memberikan kepada

% Yusuf Qardwi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islamlih bahasa, Didin
Hafidhudin, cet. ke-1 (Jakarta : Robbani Press7)},98m 462.

4 Ahmad Mujahidin Ekonomi Islam(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), him .113.

®> Adiwarman Azwar Karim,Sejarah Pemikiran Ekonomi IslaniJakarta : Raja Grafindo
Persada, 2006), him. 341.
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orang lain juga kepada dirinya sendiri apa-apa yawamjadi haknya. Hal ini
menunjukan bahwa tujuan utama Islam adalah menagaldtanan sosial yang
adil dan bermoral melalui perantaraan manfisieadilan dalam Islam bukanlah
prinsip yang sekunder. keadilan adalah cikal badah fondasi kokoh yang
memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa agsyah’ah, dan akhlak
(moral) ketika Allah SWT memerintahkan dua hal m&keadilan merupakan

sesuatu yang di sebutkdrfirman Allah SWT :

S Gy S Bl Ledal L e e O WSTAL A ol
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Berdasarkan ayat tersebut, menjadi suatu kewajlmgi negara untuk
menciptakan iklim usaha yang sehat yaitu denganekstkan pada persamaan
semua individu di depan hukum dan pemberlakuanileeagang merata. Segala
bentuk yang menyimpang dari kaidah ini akan bertkgada ketidakadilan dan
ekploitasi (zulm)?® Tatanan sosial yang adil dan bermoral melalui garaan
manusia merupakan tujuan utama Islam. Prinsip sidam ini merupakan

sumber makna dan legitimasi bagi pemikiran darakwil peraturan syari’ah yang

® Zamir Igbal dan Abbas MirakhoPengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktélakarta:
Kencana, 2008), him. 13.

" YusufQardawi, Peran Nilai Dan Moralhlm. 385.
8 An-Nisa’ (4): 58

® M. Umer Chapralslam dan Pembangunan Ekonomilih bahasa, Ikhwan Abidin Basri, cet.
ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), HIm. 156.
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bersifat substantif dan regulatif, pembentukan koitas, dan prilaku pemerintah

serta otoritas politik®

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosiale@h memilih hidup
bersama-sama. Hal ini disebabkan dalam kapasi@isidnal manusia tidak
mampu memenuhi semua kebutuhan pokoknya atau mahaekan diri
sekalipun, mereka sangat membutuhkan bantuan dg $@ma dengan orang
lain, sehingga tidak dapat hidup dalam konflik dazaliman:' Oleh karena itu
negara perlu melakukan pengecekan terhadap senmi@akpeyang berbahaya
bagi pembangunan sosioekonomi seperti ketidakjojurkecurangan, dan
penipuan-? Selain itu negara harus melaksanakan fungsinyandahembantu
masyarakat untuk menjalankan usaha mereka sedanadiéssien dan mencegah
mereka dari melakukan hal-hal yang berbahaya difekedilan*®

Berkaitan dengan peran negara yang begitu besa( tatkecuali sektor
perekonomian, menjadikan peran negara begitu pmentdalam mengatur
satabilitas ekonomi. Penguasaan aset kekayaanghrandividu adalah sesuatu
yang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikianikiekebebasan tersebut
dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik mupolstik yang merugikan,

sehingga menjadi tugas dan kewajiban negara untllkkoukan intervensi dan

10 Zamir Igbal dan Abbas MirakhoPengantar Keuangan Isfa, him. 13.

M. Umer ChapraMasa Depan llmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan lIslaat)fy bahasa,
Ikhwan Abidin Basri, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Ingaess, 2001), him. 129.

2 pid., him. 131.

13 |bid., him. 133.
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koreksi. Kepentingan diri sendiri yang bersifat @w akan cendrung
menemukan cara-cara yang berbeda dalam mempertahgmrsaingan dan
menghambat operasi kekuatan-kekuatan pasar terukaika kekayaan dan
kekuasaan terdistribusikan secara tidak méfatalam menghendaki bahwa
kekayaan yang dimiliki oleh manusia tidak terkumpalnya pada segelintir

orang, Allah SWT berfirman:
15@;@}1\%:\));%&31;

Berdasarkan atas peran negara dalam mengawasiopergian begitu
penting, sehingga dalam mengawasi aktifitas ekornoig@as-tugas negara yang

penting dalam bidang ekonomi adalah sebagi berikut:
1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian
2. Menghentikarmu’amalahyang diharamkan

3. Mematok harga kalau dibutuhkan

4 M. Umer Chapralslam dan Pembangunahlm. 82.
> Al-Hasyr (59): 7

16 Ahmad MujahidinEkonomi Islamhim. 114.
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B. Pengertian Pengawasan
Dalam Islam, pengawasan itu merupakan otoritas akuflllah SWT,
yang dalam prakteknya didelegasikan kepada marsetiagai khalifah-Ny#&.

Manusia adalah khalifah Allah sebagaimana termaétadédm al-Qurn.
gl 2 N3 Jels ) BSell el J6 3

Konsekuensi logis dari pendelegasian kekhalifahmnadalah manusia
harus tetap menjaga hak masyarakat dalam kepentprgzadinya. Oleh karena
itu, Islam melarang modus operandi yang merugikapektingan umum.
Misalnya melarang keras kecurangan dalam menakaninmbang, dan
mengukur'®

Pengawasan merupakan salah satu tugas dasar menaamm konsep
manajemen modern, yaitu memastikan bahwa segalaatsederada dalam
keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukeorj yang ada, dasar-dasar
yang bisa dipercaya, dan tujuannya adalah menymgisi kelemahan dan
kesalahan-kesalahan serta membenarkannya dan rabant&glangnya hal itu
kembali?® Pengertian pengawasan dalam Islam mempunyai kelebi

dibandingkan dengan pengawasan secara umum yaiékaean atas dasar-dasar

" Ahmad Mujahidin Ekonomi Islamhim .122.
18 Al-Bagaih (1): 30
9 Ahmad Mujahidin Ekonomi Islamhim. 123.

20 jaribah bin Ahmad al- Haij Fikih Ekonomi Umarhim. 585.
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agidah dan akhlak yang bersumber dari Syari'ateriaitu ia mempunyai tujuan-

tujuan dan cara yang tidak ada dalam sistentfain.

Dasar dari pengawasan ini seperti yang difirmani&ah SWT:

g_,.cdv.l.c‘_;i O 93 i 9 O giadll g AJ}M))V_{L,;J»\ S md | shos! 13
20 o oS L oSt 53led
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusiaidiesempatan untuk

melakukan apa saja termasuk kegiatan ekonomi, heajggperbuatan itu diawasi

dan diketahui langsung oleh Allah SWT. Pengawasan Allah SWT bersifat
langsung, pada ayat tersebut digunakan kata:¢4 ), menggunakan huruf “Fa’”
dan “Shin” yang dalam kaidah ilmu nahwu menunjukkaakna langsung dan
segera(3_4) dengan berprinsip kepada syari'ah. Kegiatan ekdnakan
diawasi secara hakiki oleh Allah, karena segaldatan manusia di muka bumi
tidak akan lepas dari pengawasan Allah, karenahAdldalah Maha Pengawas
(Lx=al). Pengawasan Allah ini bersifat melekat, pengawaskh berlangsung

kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh waiklak sedikit pun terlepas

dari pengawasan Allah dan tidak sedetikpun terleslat pengawasan-Nya.

2 bid., him. 620.
22 At-Taubah (9): 105

23 http//www.pa-kendal.net.comPeran Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Pengawasan
Ekonomi Syariah,’bleh Hasanudin. Akses 2009-03-28.
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Pengawasan langsung dan segera seperti dijelaakam dyat di atas tidak hanya
dilakukan oleh Allah semata, melainkan ada tigaalpilyang mengawasinya,
yaitu:

1. Pengawasan langsung dan melekat oleh Allah.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh Rasulullah. Pengawadeh
Rasulullah ini diwujudkan dalam pengawasan olehgpasa sebagai
alil amri.

3. Pengawasan umum yang dilakukan oleh umat Islangd®esan ini
dapat diwujudkan dalam bentuk langsung berupa pessmn oleh
masyarakat dan pengawasan tidak langsung dalanukbpetaturan

dan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi

Berkaitan dengan masalah perbuatan manusia, dalam pengawasan

itu di bedakan menjadi dua macam
1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal ini merupakan pengawasan prilfedirzqabah
zatiyyah) masuk ke dalam diri, mengobati apa-apa yangrtésseyi dalam hati.
Karena itu, Khalifah Umar bin al-Khattab sangat rperhatikan penguatan
pengawasan pribadi pada rakyatnya. Fungsi darigvessgpn pribadi ini pada
dasarnya merupakan pertahanan yang paling efektifaib manusia dalam

bertindak, demikian pula ketika melakukan aktifid@nomi yang berhubungan
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dengan manusia lainnya. Pada suatu ketika Khalifatar ibnu al-Khatib

berkata :

"Hisablah diri kamu sekalian sendiri sebelum kalidihisab, dan
timbanglah diri kalian sendiri sebelum ditimbangndhiasilah dirimu
dengan amal baik untuk hari kiamat, dimana amabysan kalian di
perlihatkan dan tidak ada apapun yang tersembtinyi

Peran dari pengawasan ini adalah untuk memberikatrdd diri setiap
individu di dalam menjalankan aktifitasnya, baikngaberhubungan dengan
ibadah maupun muamalat.

2. Pengawasan External

Pengawasan external adalah suatu langkah yangpk#et syari'ah untuk
menjaga dan melindungi umat dari bentuk kezalimamgydilakukan manusia di
muka bumi. Manifestasi dari pengawasan ini adalamhentukan lembaga-
lembaga pengawas oleh pemerintah. Pada awal takosat negara Madinah
pengawasan model ini langsung dipegang oleh Raell@AW sebagai kepala

negara.

Sesuai dengan konstitusi maka dalam operasionabkelan suatu negara,
tidak terpusat dalam tangan seorang khalifah atpalk pemerintahan tetapi
terdistribusi dalam lembaga-lembaga sesuai dengagsinya yaitu legislatif,

eksekutif dan yudikatif> Tujuan dari pendistribusian peran pemerintah berse

24 Jaribah bin Ahmad al- Haij Fikih Ekonomi Umar Bin Al-KhattatHIm. 589.

% Ahmad MujahidinEkonomi Islam(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), him. 13
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adalah untuk melakukan kontrol kepada masyarakat tciptanya situasi yang

aman, adil dan sejahtera.

. Lembaga Pengawas Dalam | slam

Para ulama terkemuka abad pertengahan, sepertidioniyyah, lbn al-
Qayyim al-Jauziyyah, dan Ibn Khald, telah melakukan kajian yang mendalam
tentang praktik monopoli yang erat kaitannya denganan pengawas. lbn
Taimiyyah misalnya, dalam kitabl-Hisbah fi al-Islam menyatakan bahwa
ajaran Islam sangat mendorong kebebasan untuk uk@lakaktivitas ekonomi
sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agaegardbertanggung jawab
penuh untuk menciptakan keadilan ekonomi, dengambegkan kesempatan
kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalagi&tan tersebut. Karena itu,
Ibn Taimiyyah menekankan pentingnya keberadaan dgabl-zisbah sebagai
organ negara yang bertugas untuk memonitor pasangawasi kondisi
perekonomian dan sekaligus mengambil tindakantgkiadi ketidakseimbangan
pasar akibat monopoli dan praktik-praktik lain yamak sesuai dengan syari’'ah
Islam. Bahkan, Nabi SAW mengawasi pasar dari waktuwaktu dengan
memberi nasihat, memperingatkan, dan kadangkalabempelajaran. Bahkan
tidak hanya itu Nabi SAW mempekerjakan Sa’id bitidSlain ‘Ash bin Umayyah

untuk memantau dan mengawasi pasar.

% yusufQardawi, Peran Nilai dan Moralhlm. 462.
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Pada awal pemerintahan Islam lembaga yang mengaaldsitas
masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga blkentembaga kekuasaan
kehakiman Islam yaitu :

1) LembagaAl-gada

Secara harfialal-qada berarti menyelesaikan. Pengertialhgada menurut
istilah Fikih adalah lembaga hukum. Pengertiduwgada dalam perspektif dapat
disepadankan dengan pengertian peradilan menoruthbkum Petugas lembaga
gada disebut dengaml-gadr.?” Lembagaal-gada memiliki kewenangan untuk
menyelesaikan perkara-perkara perdata termasuk lahaskeluarga dan
menyelesaikan perkara tindak pidana. Sejarah Isl@mcatat bahwa lembaga ini
pernah ditugasi untuk menikahkan wanita yang tidempunyai wali sebagi
tugas tambahan. Selain diberikan kewenangan absahitk memeriksa,
memutus dan menghukum perkara perdata dan pidamdabaal-gada juga
mempunyai kewenangan relatif yang bersifat kewtiayg®

Pada permulaan pemerintahan Islam pengangkatamraege menjadi

hakim diperlukan syarat-syarat, antara fin:
1. Laki-laki yang merdeka

2. Berakal (mempunyai kecerdasan)

27 A. Rahmat Rosyadi dan NgatinArbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Pasitif
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), him. 30.

28 |pid., him. 33.

2 |pid., him. 34.
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Beragama Islam

. Mampu berlaku adil

Mengetahui pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya

Sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu

2) Wilayahal-Mazalim

Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah secara khugaisg diberi

kewenangan dalam menyelaesaikan perkara untuk nterpbeganiayaan dan

kesewenangan pihak lain. Kesewenangan ini bisadsdfngnya dari penguasa

Negara terhadap rakyatnya.Petugasal-mazdlim disebut gadi al-mazalim.

Menurut al-Mawardi dalam kitabnyal-ahkim asshultaniyyah setidaknya ada

10 macam yang menjadi kewenangan lembaga ini unelakukan pemeriksaan,

yaitu=!

1.

Penganiayaan penguasa, baik terhadap peroranggoumaerhadap

golongan

Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuigumepulkan

zakat dan harta kekayaan Negara

Melakukan pengawasan terhadap para pejabat

%0 |pid., him. 31.

31 Al-Mawardi, Al-Ahkim AssSultaniyyah Wa Al-Wityat Ad-Dniyyah (Beirut: Daar al-Fikr),

him. 98.
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4. Apabila lembagamahalim mengetahui telah terjadi kecurangan atas
ketiga perkara tersebut di atas maka harus segerkkukan
pemeriksaan tanpa menunggu pengaduan.

5. menerima pengaduan tentara yang telat menerima ajaji gaji
mereka dikurangi

6. mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yatay di

rampas oleh penguasa yang zalim
7. memperhatikan dan menjaga harta-harta wakaf
8. melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dhjasdisanakan
oleh hakim sendiri
9. meneliti dan memeriksa perkara-perkara mengenai akkmatan
umum yang tidak dapat dilakukan oleh lembaigaah
10.memelihara hak-hak Allah yaitu ibadah-ibadah yangtan seperti
jum’at, hari raya, haji dan jihad.
3) Wilayah al-Hisbah
Hafas Furgoni (2007), kandidat Ph.D pada Internalidslamic University
Malaysia, dengan mengutip Imam Mawardi dalam bukitAhkam Al-
Sultaniyyah menuliskan bahwawilayatul hisbah mempunyai tugas untuk
melaksanakanAmar ma'if jika tampak nyata orang melalaikannya dan
melakukannahi munkarjika tampak nyata orang mengerjakannydilayatul

Hisbah mempunyai tugas yang sangat banyak dan luas, kaedna itu lbn
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Khaldin menyetarakan fungswilayatul hisbah dengan fungsi Khilafah
(pemerintahan).

Semua yang diperintahkan dan dilarang oleh Syal@ah tugas:u/itasib
(petugaswilayatul pisbah) untuk mengawasi terlaksana atau tidak di dalam
masyarakat. Kewajibannya tidak terbatas dalam leainfah memakai jilbab,
perintah melaksanakan orang yang lalai shalat jymialarang berbagai maksiat
dan kemungkaran, tetapi juga dalam bidang ekonsepierti mengawasi praktek
jual beli dari riba,gharmar, serta kecurangan, mengawasi standar timbangan dan
ukuran yang biasa digunakan, memastikan tidak aémbunan barang yang
merugikan masyarakat, mengawasi makanan halal, aspek sosial-budaya,
seperti melarang kegiatan hiburan yang bertentadgagan Islani? Lembaga
hisbah ini bertugas mengawasi berbagai aktifitas pasata spergerakan
komoditas kebutuhan masyarakaPetugas wilayathisbah disebut dengaal-
muhtasib penjelasan mengenai lembaga ini akan dibahagsiiga.

Ketiga lembaga ini secara umum bertujuan menegakikag baik dan
melarang perbuatan yang burg&mar ma’mif nahi munkar) Dalam kondisi
modern, tiga lembaga ini bisa diidentikkan dengakirh, jaksa, polisi, eksekutor,
dewan pengawas, atau lainnya. Dalam kaitannya dempgsmgawasan, yang

menjadi latar belakang dibentuknya lembaga-lembgsebut karena sering

% http//www.acehinstitute.org/opini 250407 Hafas Furqamitaag wh.htm Hafas Furgoni.
2007. 'Beberapa Catatan Tentang Wilayatlisbah”. akses 23 April 2009

3 Ahmad MujahidinEkonomi Islamhim. 141.
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terjadi perlakuan tidak adil, baik yang berhubung@mgan masalah muamalat
(perdata) maupun masalgimayah (pidana). Masalah perdata sering muncul
berkaitan dengan kecurangan dalam perdaganganitisegegurangan takaran
dan timbangan. Sedangkan masalah pidana berkagagad penganiayaan
penguasa terhadap rakyatnya, pelanggaran atagsedrang terhadap pihak lain,

penipuan dan lain sebagaini/a.

a. Sgarah Lembaga Al-Hisbah

Setelah masa Nabi SAW dan selama perjalanan sdgleah, umat muslim
mempertahankan prinsip kebebasan yang senantidaksatiakan. Bahkan
konsep pengendalian perilaku moral di pasar itulafisanakan oleh Nabi
sendiri®® Berkaitan dengan hal itu, terbentuknya lembaighah dalam Islam
adalah karena perbuatan Nabi sendiri dalam hangnupakan as-Sunah dalam
bentukfi'liyah. Dalam riwayat, Nabi SAW pernah mengangkat sah&hadl Ibn
‘As ibn Umayyah untuk menjadi pengawas pasar Melkatelah kota Mekah
berada di bawah kekuasaan Isf&nBeliau sendiri sering melakukan inspeksi
pasar untuk meninjau apakah para pedagang melakd@mangan atau tidak.
Setiap kali beliau menemukan orang yang melakulerutangan beliau pasti

melarangnya. Tugas ini beliau emban baik dalam ditgsmya sebagai Nabi

3 A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatinrbitrase dalam Perspektifim. 35.
% Ibid,. him. 141.

% A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatinrbitrase dalam Perspektihlm. 35.
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maupun sebagai kepala negara Islam. Dalam halNahi disebut sebagai
muptasib pertama dalam sejarah Islam. Selanjutnya, ketikmd-tugas pribadi
beliau semakin bertambah, beliau menunjuk Sa’id’#As ibn Umayyah untuk
menjadi pengawas pasar Mekah dan Umar ibn al-KhditMadinah®’

Wilayah hisbah pada masa ini belum terbentuk sebagai suatu lemmbag
praktek-praktek yang mengarah pada kewenapagdah dilakukan sendiri oleh
Nabi SAW, seperti ketika Nabi SAW berjalan-jalan gisar Madinah dan
melewati penjual makanan, kemudian Nabi SAW meniasukangannya ke
dalam setumpukan gandum dan menemukan bagian gayahgrbasah.

Setelah Nabi SAW wafat fungsi dari lembdgsbah ini tetap berjalan di
bawah pemerintahaKhulafz’ ar-Rasyidn. Penanganan kaswad-zisbah pada
masa Abu Bakar as-Siddig tetap berjalan sebagainyang dilakukan oleh
Rasulullah SAW, sekalipun kadang-kadang didelegasikepada Umar bin al-
Khattab® Setelah Nabi SAW wafat kewenangan sebagai pemimgisyarakat
(negara) digantikan oleh Abu Bakar, Umar lbnu ak#fab, Wman lbnu Affan,
dan Ali Ibnu Abi Talib. Secara umum kondisi peradilan pada masaidakt
banyak mengalami perubahan. Hanya pada masa Umai-Khattab dan Ali bin

Abi Talib diberikan bimbingan dan petunjuk kepada: yang diangkat. Begitu

3" Muhammad Akram Khan Al-Hisbahdan Ekonomi Islam”Tugas Negara Menurut Islam
alih bahasa, Arif Maftuhin Dzahir, (Yogyakarta: Rusa Pelajar, 2004), him. X.

3 Abdul Azis Dahlan (ed.)Enslikopedi Hukum Islantet. ke-1 (Jakarta: Ickhtiar Baru Van
Hoeve), him. 1940.
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juga dengan lembagasbah, pada masa ini tidak banyak mengalami perubahan,
artinya muhtasib dipegang sendiri oleh Khalifafi. Pada masa&hulafz’ ar-
Rasyidn peran lembaga pengawasspah) mulai beroperasi secara maksimal
pada pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Pada zamawar Ubn al-Khattab
sebagai khalifah, pembagian wewenang peradilarrase¢egas mulai dilakukan.
Untuk wilayahiisbah Umar ibn al-Khattab menunjuk beberapaitasib, antara
lain Sa’id bin Yazid, Abdullah bin Utbah, dan Umnasy-Syifi' (wanita)*
Hisbah pada masa UmdRadhiyallzhu ‘anhu mempunyai peran yang penting
dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakdkadalamnya, yaitu
kegiatan-kegiatan ekonori.

Setelah Ali Ibnu AbiTalib wafat, kekhalifahan digantikan oleh Hasan Ibn
Ali Ibn Abi Talib. Melihat kepada perdebatan dan kurangnya dykun
masyarakat terhadap kepemimpinannya, akhirnya mahkan kekhalifahan
kepada Mu’awiyah lbn Abi Sufyan, maka dimulailah smamperium Daulah
Umayyah dari 661-750 MKeberadaban peradilan pada masa ini memiliki
keistimewaan vyaitu terpisah dengan kekuasaan petaleri Dengan adanya
penentuangadi yang dipilih Khalifah dalam kewenangan memutuskaex

kecuali dalam bidandwdid. Pelaksanaan peradilan itu sendiri sesungguhnya

% lin Solikhin ,"Wilayah Hisbah Dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islandiirnal
Ibda’, Vol-3, (2005 Jan-Jun), him. 33-44.

40 Abdul Azis Dahlan (ed.Enslikopedi Hukum Islanh)m. 1940.

41 Jaribah bin Ahmad Al-HaritsEikih Ekonomi Umar Bin Al-KhattagtHIm. 587.
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masih sama dengan peradilan pada nkdsadafz’ ar-Rasyidn. wilayah kisbah
(muhtasib) pada masa ini belum melembaga dan proses peramamgk/itasib
langsung dilakukan oleh khalifah yang diseBhihibu al-Saud?

Joeseph Schacht dalan Introduction to Islamic lawnenjelaskan bahwa
wilayah hisbah diadopsi dari lembaga peradilan di masa Bizantiyamg
fungsinya merupakan bagian dari peradilan, yapactor of marketApa yang
dikatakan oleh Schacht itu sesungguhnya tidak ddpatima, tentunya antara
wilayah Hisbah denganspector of marketmemiliki perbedaan-perbedaan yang
sangat tajam. Padapector of markethanya bertugas untuk mengumpulkan
bayaran wajib para pedagangol{ective obligatioh atau pajak jualan, dan
kewenangan seperti ini tidak terdapat pada wilagmbah . Dilihat dari seqi
berdirinya pun tidak dapat diterima karepsbah sudah ada pada masa
Rasulullah SAW walaupun dalam bentuk emBfiakan tetapi, melalui penelitian
ulama fikih syiyasipenamaan terhadap lembaga ini dengan sebutayatik-
hisbah baru muncul di zaman Khalifah al-Mahdi (159 H/ M5L69 H/ 785 M)
dari Dinasti Abbasiyaf! Dengan demikian, wilayahisbah pada periode ini

sudah menjadi satu lembaga khusus dari lembagalijserayang ada dengan

2 lin Solikhin ,"Wilayah Hisbah Dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islandirnal
Ibda’, Vol-3, (2005 Jan-Jun), him. 44.

“bid., him.33-44.

4 Abdul Azis Dahlan (ed.Enslikopedi Hukum Islantet. ke-1 (Jakarta: Ickhtiar Baru Van
Hoeve), HIm. 1940.
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kewenangan mengatur dan mengontrol pasar dari @rperbuatan yang tidak
sesuai dengan syariat Islam.

Setelah Daulah Umayyah runtuh dan digantikan olabld&h Abbasiyah
dari kurun waktu 750 M-1225 M (132-656 H), umatisl banyak mengalami
kemajuan dalam segala bidang termasuk dalam lenyiergailan, pada periode
ini telah terjadi pemisahan kekuasaan, lembagadpanadikepalai olelyadr al-
qudah yang berkedudukan di ibukota, dengan kewenangargaweasi pargadi
yang berkedudukan di daerah kekuasaan Islam, b@gi@ dengan lembaga
hisbah, pada saat itu sudah terlaksana dengan baik, aribaberada di bawah
lembaga peradilan dan berfungsi untuk memperkeckgra-perkara yang harus
diselesaikan oleh wilayajuda.

Hal ini dijelaskan oleh Schacht bahwa pada saaj gama ketika hakim-
hakim peradilan menghadapi perkara yang semakiyabamda keharusan untuk
akomodasi danmuhtasib. Artinya, keberadaan lembaga ini pada periode
Abbasiyyah sudah melembaga seperti lembaga pemtesimiainnya, yang secara

struktural berada di bawah lembaga peradijand).*®

b. Pengertian Hisbah
Kataal-hisbah di ambil dari akar katdasabadan berarti problem arotmetis,
jumlah, pahala. Kata:asaba yahsubu berarti menghitung, menakar. Bentuk

verbalnyaiitasababerarti mempertimbangkan, mengharapkan pahala dradk

“>1in Solikhin, WilayahHisbah Dalam Tinjauarhlm. 44.
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dengan menambahakan amal shaleh pada saat peanmt@egeorang dengan
Allah SWT. Ada beberapa definisi wilayadl-pisbah yang di kemukakan
Ulama® Imam al-Mawardi salah seorang tokoh dari madzhamfi's
mendefinisikan "wilayahiisbah adalah wewenang untuk menjalankamar
ma’rif ketika yangma'raf itu mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang
munkar ketika mulai dikerjakan orand® Sedangkan Ibn Taimiyyah
mendefinisikarmal-zisbah seperti yang diungkapkan al-Mawardi akan tetapi Ib
Taimiyyah menambahakan dengan kalimat” yang buleamadsuk wewenang
penguasa, peradilan biasa, dan wilayabalim.*®

Selain definisi di atas, kekuasaathpisbah adalah lembaga resmi
pemerintah yang di beri kewenangan untuk menyddasanasalah pelanggaran-
pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak nnieken proses peradilan
dalam penyelesaiann§a.Secara lebih teknigisbah berarti lembaga Negara
yang bertugas mempromosikan apa yang baik dan mencepa yang buruk.
Dalam pengertian yang lebih luasbah berarti menjamin berlakunya kebaikan

jika telah tampak kemerosotannya, dan mencegah hgkavan jika

46 Abdul Azis Dahlan (ed.Enslikopedi Hukum Islapiim. 1941.
47 Al-Mawardi, Al-Ahkim As-Suliniyyah Wa al-Wityat ad-Oniyyah hlm. 300.

8 Wilayahmadzlim yaitu lembaga peradilan yang menangani kasusikelalpara penguasa
dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat

49 A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatin&rbitrase Dalam Perspektifim. 34.

* |bnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islamalih bahasa Arif Maftuhin Dzahir,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. 13.
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kemunculannya telah tampak. Dalam pengertian yaaigh | sempit, sisbah
berarti memonitor kondisi pasar untuk menjamin Keaddan permainan yang
jujur dalam interaksi manusia dan mencegah tindsekasan kepada binatatig.
Dalam prakteknya peran dibidang ekonomi lebih damidibandingkan dengan
bidang lain’® Berkaitan dengan hal itijisbah merupakan cara pengawasan
terpenting yang di kenal oleh umat Islam pada masanulaan Islam yang
menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyi@maban, maka
datanglah fungsi pengawas untuk meluruskan etikgdayimpangan®

Lembaga negara yang di bentuk oleh pemerintah maeimgawasi segala
bentuk kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Menual-Ghazali
kemungkaran yang dimaksud adalah segala praktek kiEadaan yang
bertentangan atau menyimpang dari koridor syaritah meliputi kemungkaran
yang berhubungan dengan masjid, pasar, tempat-tempam lainnya dan
kemungkaran secara umuf.Al-Mawardi mengklasifikasikan kemungkaran
yang menjadi objekuuhtasib (pelaksana lembagdasbah) menjadi tiga macarnt

1. Kemungkaran yang berkaitan dengan hak-hak Allah $Mdzqu Allah

®L M. Umer ChapraMasa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan I3laalih bahasa,
Ikhwan Abidin Basri, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Ingaess, 2001), him. 64.

*2 Ibid., him. 64.
%3 Jaribah bin Ahmad Al-HaritsFikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattathlm, 585

* Ahmad Dimyatj Teori Keuangan Islam: Rekontruksi Terhadap Te¢euangan Al-
Ghazali, (Yogyakarta :Ull Press, 2008), him. 94.

°5 Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Suliniyyah Wa Al-Wiiyat Ad-DOniyyah,him. 303.
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2. Kemungkaran yang berkaitan dengan hak-hak manusigiqu al-
adamiyyirn)

3. Kemungkaran yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWéh juga
kemungkaran yang berkaitan dengan hak-hak manusigsyfarikain

bainahuma.

c. Dasar Hukum Hisbah
Dasar hukum atas pembentukan lembaggbah adalah al-Quin dan as-
Sunahfiliyah (perbuatan Nabi sendiri). Menurut al-Mawafdeksistensi dan

peranaral-Hisbah berangkat dari firman Allah SWT :

SN s Oy SaAl 057k A D Oy Bl (S (S

Sedangkan dalamas-sunah fi'liyah diriwayatkan, Pada suatu hari
Rasulullah melihat setumpuk makanan yang di juglegiar Madinah makanan itu
sangat menarik perhatiannya, ketika beliau memasu&agannya ke dalam
tumpukan makanan, ternyata pedagang tersebut nkelaktindakan curang
dengan cara menampakkan makanan baik di atasnyapi Teenyembunyikan
makanan buruk di dalamnya. Demikian juga ketikauRdiah SAW melakukan

inspeksi ke berbagai pasar, kemudian mendapatkdnades kecurangan, seperti

% pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islé8&IBBkonomi Islam (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2008), him. 342.

> Ali-‘Imran (4 ): 104
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pedagang yang menjual makanan kadaluarsa, curalagn démbangan dan
melihat kendaraan yang penuh sesak melebihi kagag#. Maka Rasulullah
SAW memberikan teguran langsung di pasar dengagucapkan :

“Hai orang-orang, janganlah di antara kaum muslimiberlaku curang,

dan barang siapa yang berlaku curang, dia bukardati pihak kami”>®

Pada masa Rasulullah SAW kasus-kasakHisbah langsung
ditanganinya, meskipun pelaksanaan hukuman kadadgrg didelegasikan
kepada sebagian sahabat. Sahabat-sahabat yangh pdibexi tugas untuk
menangani pelanggaramar ma’af nahi munkarantara lain Ali bin AbiTalib
(603-661) dengan tugas menghancurkan seluruh beseala bangunan kuburan
di Madinah, dan Sa’id bin ‘As dengan tugas mengapasar (harga, timbangan,
dan tingkah laku transaksi) di Mekzh.

Tindakan Rasulullah dalam pendelegasian para sabhahzk menangani
kasushisbah dinilai olenh para Ulama fikih sebagai cikal balddri lahirnya
wilayah hisbah °° Di beberapa negara Islam, dalam sejarah seperidlyba di
Mesir dan Magribi, Bani Umayyah di Andalusia sepelikatakan oleh ibnu

Khaldun, tugagiisbah pada saat itutermasuk diantara tugas-tugas hakim, yang

8 A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatinbitrase Dalam Perspektifim. 35.
%9 Abdul Azis Dahlan (ed.)Enslikopedi Hukum Islapmim. 1939.

% |pid., him. 1940.
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selanjutnya hakim menunjuk seseorang untuk mendughlkatan tersebut
menurut kebijaksanaannya.

Selanjutnya pada masa Turki Usmani tugesbah pada umumnya
ditangani oleh peradilan biasa yang di bantu olepoksian®* Hampir semua
fungsi tradisional yang diemban oleh:itasib pada awal pemerintahan Islam
telah diambil alih oleh bermacam-macam departemailand sebuah tatanan

negara zaman sekarang.

d. Kewenangan Hisbah

Al-Ghazali menyebutkan peran lembagsbah dalam bidang ekonomi
adalah untuk mengawasai jalannya mekanisme pasaarasdair dan
menghilangkan distorsi terhadap fungsi pasar. Adapstorsi pasar menurutnya

adalah :
1. Praktek kebohongan untuk memperoleh keuntungan

2. Menyembunyikan cacat yang terdapat dalam barangnd@nm atau

manipulasi kualitas barang

3. Kecurangan dalam menimbang, menakar dan menguktandpa
dagangan

4. Mengabaikan ijab kabul dalam proses transaksi

5. Menjual barang-barang ribawi dan praktek transatkiosi

1 JAIN Syarif Hidayatullah,Ensiklopedi Islam IndonesigJakarta: Djambatan,1992), him.

326.
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6. Menjual barang-barang yang mengandung unsur judi
7. Menjual bejana atau wadah yang terbuat dari emapeiak

8. Menjual barang yang dimanipulasi sedemikiana r@gbangga seolah-

olah barang bartf.

Al-hisbah sebagai suatu tugas keagamaan dengan amsir ma’uif
nahyu ‘anil munkaharus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasmuasa
mengangkat muptasib bukan dari kalangan yang mudah di suap dengan
menghalalkan berbagai cafduitasib bertugas memberi bantuan kepada orang-
orang yang tidak dapat mengembalikan haknya targpduln dari petugas-
petugagiisbah. Selain itu yang terpenting adalah membimbing raesiat untuk
memelihara kemaslahatan dan kedamaian yang bepsilidik. Kemudian ketua
lembagakisbah dapat menerima pengaduan dalam masalah yang bederb
dengan hak-hak-yang masuk kebidangnya, sepertippemi dalam sukatan,
takaran dan timbangan atau sesuatu penipuan dalnb¢li. Dalam cakupan
yang lebih luas bahkan seoramg:itasib boleh melakukan peneguran atau
pengawasan terhadap pejabat yang lebih tinggi kéduwhya karena pejabat

tersebut tidak memenuhi tugas dan kewajibannyagseegbat’

%2 Ahmad Dimyatj Teori Keuangan Islantim. 94

83 A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatinrbitrase dalam perspektifym. 36-38.
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Lembagakisbah mengandung pengertian sebagai lembaga pengawas
yang berfungsi sebagai kontrol pasar dan moralraecaum® Ada tiga standar
yang menonjol dari tugas-tugasiitasib sebagai pelaksarigsbah. Tugas-tugas
tersebut adalat?®

1. Muhtasib memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa

masyarakat secara keseluruhan memiliki organisasifasilitas yang
memadai untuk menjalankan ibadah. Demikian pulajako&an
kontrol terhadap pengabaian yang dilakukan per@m@anmaupun
kolektif

2. Muhtasib memantau penegakan keadilan di masyarakat. la dieus

menegakkan fair play dalam berbagai sektor ekonomi guna
meminimalisir ekploitasi yang mungkin terjadi dirda ekonomi.

3. Muptasib memberikan perhatian yang khusus terhadap berbagai

layanan umum khususnya kondisi kesehatan kota.
Menurut Ibnu Taimiyah tugamuhtasib adalah menegakkaamar ma’nizf
nahi munkardalam hal-hal yang berada di luar wewenang eksgekuidikatif

maupunahl ad-diwin.?® Dalam kasus yang bukan merupakan kewenangannya,

® AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyakalih bahasa, Anshari Thayib, cet. ke-l
(Surabaya : PT Bina Iimu, 1997), him. 236.

% Muhammaad Akram KhanAl-HisbahDan Ekonomi Islam” dalariugas Negara Menurut
Islam Ibn Taimiyah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2084h. xvii.

 |bn Taimiyyah, Tugas Negara Menurut Islamalih bahasa, Arif Maftuhin Dzofir,
(yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), him. 14.
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muhtasib dapat minta bantuan kepada kekuasaan lain, sdqeériasaan militer,
kekuasaan yudikatif, dan lain-lainfiya Muhtasib tidak hanya bertugas
memerintahkan shalat jum’at dan berjama’ah, ia jobgeugas memerintahkan
orang untuk berkata jujur dan benar, menunaikan namalan mencegah
kemunkaran. Kemunkaran ini dapat berupa mengurakgran dan timbangan,

penipuan dalam industri, penipuan dalam jual loili lain-lain®®

Tujuan di balik pembentukan institugiisbah tidak hanya untuk
menjamin pasar agar dapat beroperasi séaaraehingga dapat diciptakan harga
yang adil atas dasar hukum penawaran dan permintdgiainkan juga, untuk
menjamin kesamaan kesempatan pelaku ekonomi untekdapatkan hak-
haknya®® Sebagai salah satu lembaga peradilan dalam sistemarintahan Islam,

wilayah sisbah mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai béfikut:
a. Dalam bidang aqgidah

Hisbah berlaku dalam masalah-masalah penyimpangan aqigity
permasalahan-permasalahan yang terkait erat deongaor-unsur agidah

Islam. Pada saat terjadi praktek-praktek agidahgyl@rtentangan dengan

7 bid., him. 14.
% |pid., him. 17.

% M. Umer ChapraMasa Depan Illmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islaaiy bahasa,
Ikhwan Abidin basri, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Ingaass, 2001), him. 64

0 Abdul al-Karim ZaidanUshul al-Agidah(Beirut: Dar al-Kabir, 1989), hal. 193-194. Lihat
juga, Ibn al-Taimiyyahal-Hisbah fi al-Islam(Beirut: Dar al-Kutub al-llmiah, TT), hal. 17-18alam
lin Solikhin, "Wilayah Hisbah Dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islanyirnal Ibda’, Vol. 3
No. 1 (2005 Jan-Jun), him. 44,
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agidah Islam,muhtasib berwenang untuk melarang perbuatan-perbuatan
tersebut, seperti penyembahan kepada Allah SWTkukén dengan ber-
tawasul kepada pohon-pohon besar, batu-batuan, mendadakgin-dukun
untuk melihat garis keberuntungan nasib, perusaeahadap al-Quin
(dengan mengubah makna atau menukar ayat denganlaimg, dan lain-lain
yang dilarang dalam Islam.
b. Dalam bidang ibadah

Dalam bidang ibadamuitasib memiliki kewenangan untuk menerapkan
hisbah, antara lain, menyuruh melaksanakan shalat, mennkiam mas;jid,
menyeru untuk berzakat, berpuasa, melarang minumdramar
diperjualbelikan, berkhalwat antarlawan jenis, daal-hal yang berkaitan
dengan moral, seperti melarang perempuan memakaigmayang kelihatan
auratnya.
c. Dalam bidang muamalat

Yang dimaksud dengan muamalat adalah aturan-aymag mengatur
hubungan antarsesama manusia, seperti jual-bglikah dan lain-lain.
Kewenangan wilayaliisbah dalam masalah ini, antara lain, melarang dan
mengawasi terjadinya kecurangan, seperti pengumang&uran dan
timbangan, praktek-praktek yang mengandung unsumgater ketertiban

jalan.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulakan bahilgyah hisbah
merupakan salah satu lembaga peradilgmi/a) dalam sistem pemerintahan
Islam, yang memiliki kewenangan untaknar ma’iif nahi mungkar Embrio
lembaga ini telah ditemui sejak masa Nabi SAW sabaglah satu kewajiban
agama, dan pada masa pemerintahan Bani UmayyaAldsmsiyah lembaga ini
menjelma menjadi sebuah lembaga terpisah dari kelamaKhalifah. Wilayah
hisbah ini berwenang untuk memberikan hukuman terhadd@nggar hukum.
Walaupun demikian,muhtasib tidak memberikan hukuman tersebut secara
langsung, tetapi melalui tahapan-tahapan seperasahati, mengingatkan, yang

kesemuanya itu termasuk dalam katetgpir.
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TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (KPPU)

A. Latar Belakang Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Berdasarkan perkembangan perekonomian nasional di Indonesia selama 3
(tiga) dasa warsa sebelum tahun 1999 menunjukkan bahwa kebijakan yang
diterapkan dibidang perekonomian kurang mengacu kepada amanat Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan
cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Keadaan tersebut antara
lain disebabkan para pelaku usaha yang dekat dengan elit kekuasaan, mendapat
kemudahan yang berlebihan, sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial.
Kesenjangan sosial yang berkepanjangan bersamaan dengan timbulnya krisis
moneter, hal ini mendorong pemerintah untuk mencari jalan keluar dari
permasal ahan yang ada.

Oleh karena itu, agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara
sehat, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dan tidak terjadi pemusatan
kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu sehingga dapat
dicegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka
pemerintah merasa perlu ada UU yang mengatur persaingan usaha yang sehat dan

memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha.

47
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Menurut Soerjono Soekanto, lahirnya sebuah lembaga hukum tidak |epas
dari dinamika yang terjadi di masyarakat, hukum tidak akan muncul dengan
sendirinya tanpa suatu kebutuhan yang timbul di masyarakat terhadap hukum
tersebut. Hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat dipelgjari dari sudut
sgjarah perkembangan awal munculnya sampai kepada penghimpunan hukum
tersebut.’

Seiring dengan berkembangnya ide-ide mengenai keNegaraan, pada
awalnya kita mengenal konsep trias politica? yang dikembangkan oleh Baron de
Montesquieu. Walaupun tidak secara tegas, Negara Indonesia pun mengadopsi
bentuk trias politica tersebut. Namun, belakangan konsep trias politica dipandang
tidak lagi relevan mengingat tidak mungkinnya mempertahankan eksklusivitas
setigp organ dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah.
Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu pada
praktiknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga organ tersebut pun
sedergjat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks

and balances.®

! Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
2004), him. 102.

2 Konsep ini membagi tiga fungsi kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan Negara itu dilembagakan masing-masing dalam
tiga organ Negara yang berbeda. Setiap organ menjalankan satu fungsi dan satu organ dengan organ
lainnyatidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak.

3 Jmly as-Shiddigie, “Struktur ketataNegaraan Indonesia setelah perubahan keempat uud
tahun 1945,” Makalah disampaikan pada seminar pembangunan hukum Nasional V111 di Denpasar 14-
18 Juli 2003, him. 5.
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Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki Negara
memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka.
Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik
maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi
harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut
memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta
fungs lembaga-lembaga negara. Sebagal jawaban atas tuntutan perkembangan
tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan
(council), komisi (commission), komite (committee), badan (board), atau otorita
(authority).® Dalam konteks Indonesia, kecenderungan munculnya |lembaga-
lembaga negara baru, terjadi sebagali konsekuensi dilakukannya perubahan
terhadap UUD negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal
dengan idtilah state auxiliary organs atau state auxiliary institutions yang dalam
bahasa Indonesia diartikan sebagai |embaga negara bantu dan merupakan lembaga
negarayang bersifat sebagai penunjang.”

Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformas di
Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini di
bentuk sebagai salah satu bagian agenda pemerintah untuk menciptakan stabilitas

ekonomi pada saat krisis moneter yang melanda negara Indonesia. Pembentukan

*1bid., him. 40.

5 Ibid., him. 42.
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komisi ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 5
tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat
sekaligus UU tersebut menjadi dasar hukum pembentukan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, dalam UU tersebut dinyatakan bahwa, untuk mengawas
pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha
yang selanjutnya disebut Komisi.®

Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan

kekuasaan pemerintah serta pihak lain.”

Berdasarkan definisi tersebut, komisi ini merupakan suatu lembaga hukum
yang menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengontrol prilaku masyarakat
dalam bidang ekonomi dan praktek dunia usaha, agar sesuai dengan tujuan-tujuan
norma yang telah di rumuskan dalam hukum masyarakat.® Pembentukan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha memiliki alasan filosofis dan alasan sosiologis.
Alasan filosofis yang dapat dijadikan dasar pembentukan KPPU yaitu bahwa
dalam mengawas pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga
yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan

kewenangan yang berasal dari negara ini diharapkan lembaga pengawas ini dapat

® Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, Pasal 30

" Pasal 30 ayat (2)

® Soedjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, cet. ke-l (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1999), him. 67.
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menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya serta sedapat mungkin
mampu untuk bertindak secaraindependen.®

Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini tidak terlepas dari

tujuan dibuatnya UU No. 5 tahun 1999 yaitu :

a Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisens ekonomi
nasona sebaga sdah satu upaya untuk meningkatkan kesgahteraan
rakyat.

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan
pelaku usaha kecil.

c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha

d. Terciptanyaefektifitas dan efisensi dalam kegiatan usaha™

Undang-undang No. 5 tahun 1999 memberikan jaminan kepastian hukum

untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan

jiwa UUD 1945. Dengan perkataan lain, bahwa Undang-Undang ini menjamin

® Ayudha D. Prayoga, Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya, cet. ke-l (ELIPS,
1999), him. 128.

19 Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
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pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan

pelaku usaha dan kepentingan umum.™*

B. KPPU
a) Wewenang KPPU
Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1999, wewenang KPPU adalah: *

a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang
dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat

b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usahatidak sehat

c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
dilaporkan olen masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang

ditemukan oleh kppu sebagai hasil dari penelitiannya

1 Pasgl 2

12 Pasal 36
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. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada
atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat

Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan undang-undang ini

Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang
ini

. Meminta bantuan penyidik untuk meghadirkan pelaku usaha, saks,
saks ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan
KPPU

. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan
penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang
melanggar ketentuan undang-undang ini

Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat
bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan

Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak
pelaku usahalain atau masyarakat

. Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga

mel akukan praktek monopoli dan atau persaingan usahatidak sehat



. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku

usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Beberapa pihak berpendapat bahwa KPPU memiliki wewenang yang
tumpang tindih karena bertindak sebagai investigator (investigate function),
penyidik, pemeriksa, penuntut (prosecuting function), pemutus (adjudication
function), maupun fungs konsultatif (consultative function). Namun demikian,
sementara kalangan setidaknya juga berpendapat bahwa meskipun KPPU bukan
lembaga judisial ataupun penyidik, tetapi KPPU adalah lembaga penegak hukum
yang tepat untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha karena peran multi
fungs serta keahlian yang dimilikinya akan mampu mempercepat proses

penanganan perkara. ™

b) Angggota KPPU

Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 anggota KPPU sendiri terdiri dari, paling sedikit 7
orang anggota termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang juga merangkap sebaga
anggota. Anggota KPPU ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 162/2000 yang
mana Keputusan Presiden tersebut menetgpkan 11 (sebelas) Profesond yang
mempunyal beragam latar belakang disiplin ilmu sebagai anggota KPPU untuk masa

jabatan lima tahun untuk periode pertama jabatan tahun 2000 sampai dengan 2005.

3 http//:www.K PPU.go.id. di akses tanggal 24 April 2009.
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Ddam hal pengangkatan maupun pemberhentian, atas dasar usulan
pemerintah, anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat di mana masing-masing anggota dapat
diangkat kembdi 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya. Keanggotaan KPPU
berdasarkan UU No. 5 tahun 1999 berakhir berakhir masa jabatannya, karena:

a Meninggd dunia

b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri

c. Bertempat tingga di luar wilayah Negara Republik Indonesia

d. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus

e. Berakhir masajabatan keanggotaan Komis atau

f. Diberhentikan.*

¢) Kode Etik Anggota KPPU

Kode Etik tersebut diatur dalam SK. No. 22/KPPU/KEP/I/2009 dengan pasal
yang memuat sejumlah ketentuan mengikat yang harus dipatuhi. Secara singkat
larangan bagi Kode Etik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5
tahun 1999 yaitu merupakan nilai-nilai dasar yang dilaksanakan dalam bentuk
sikap, tindakan, perilaku dan ucapan Anggota Komisi.® Berdasarkan kode etik

dalam menjal ankan tugas dan wewenangnya Anggota Komisi wajib :

14 Pasal 33

> K eputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 22 /KPPU/ KEP/1/2009 Tentang
Kode Etik Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pasal 2
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Mematuhi  peraturan  perundang-undangan  serta  peraturan

kelembagaan.

Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan
atau kelompok/golongan/partai politik.

Menjaga nama baik, kehormatan dan kredibilitas Komisi.

Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil.

Bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Menjaga kerahasiaan informasi dan atau dokumen yang dinyatakan

Komisi sebagai rahasia.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota Komisi dilarang:

a

Menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Anggota
Komisi.

Menerima pemberian dan atau hadiah dan atau fasilitas dalam bentuk
apapun yang terkait dengan pel aksanaan tugas dan wewenangnya.
Melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menjadi anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direks suatu
perusahaan.

Menjadi anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi.
Menjadi pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu
perusahaan seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai.

Memiliki saham mayoritas suatu perusahaan.
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h. Bertemu atau berhubungan untuk membicarakan perkara dengan
pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani di
luar proses pemeriksaan, persidangan dan di luar kantor.

i. Menangani perkara apabila mempunyai hubungan sedarah/semenda
sampal dergjat ke tiga dengan pihak yang berperkara.

j. Mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.

Sanksi atas anggota Komisi yang terbukti melanggar kode etik adalah:

a. Peringatan tertulis

b. Pembebasan tugas dari sebagian atau semua pekerjaan sebagal anggota

Komisi dalam jangka waktu tertentu; atau

c. Pengajuan usulan pemberhentian keanggotaan anggota Komisi.*®

Dalam konteks afiliasi, dijelaskan bahwa penjelasan pasa 32 UU No. 5
Tahun 1999 mendefinisikan pengertian larangan terafiliasi secara limitatif yaitu
anggota Komisi dilarang:

a. Menjadi anggota Dewan Komisaris/pengawas/direksi perusahaan;

b. Menjadi pengurus/badan pemeriksa suatu koperasi

c. Menjadi pemilik saham mayoritas dan

d. Memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan.

18 http/ivww.kppu.go.id, Kode Etik Anggota K PPU, di akses Rabu, 11 Feb 2009.
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d) Visi Dan Misi KPPU
Pelaksanakan tugas dan wewenang, memerlukan arah pandang yang jelas,

sehingga apa yang menjadi tujuan KPPU dapat dirumuskan dengan seksama dan
pencapaiannya dapat direncanakan dengan tepat. Adapun arah pandang KPPU
dirumuskan dalam suatu visi dan misi sebagai berikut:'’ Visi KPPU sebagai
lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 adalah:
Menjadi lembaga pengawas persaingan usaha yang Efektif dan Kredibel untuk
Meningkatkan Kesgahteraan rakyat. Adapun Miss KPPU yaitu untuk
mewujudkan vis tersebut di atas, maka dirumuskan misi Komisi Pengawas
Persaingan Usaha sebagai berikut:

a. Menegakan Hukum Persaingan

b. Menginternalisasikan Nilai-nilai Persaingan

c. Membangun Kelembagaan yang Kredibel.

Nilai - nilai dasar Komisi Pengawas Persaingan Usaha :

a Profesional

b. Independen

c. Kredibel

d. Transparan

e. Bertanggungjawab.

7 http//www.kppu.go.id, visi dan misi. Akses Rabu, 11 Feb 2009
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e) Hubungan KPPU Dengan Sekretariat KPPU

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas, KPPU dibantu oleh Sekretariat
KPPU, dimana fungsi utama dari Sekretariat KPPU adalah membantu kelancaran
tugas administrasi dan teknis operasional dari KPPU. Sekretariat KPPU dipimpin
oleh seorang Direktur Eksekutif yang diangkat dan diberhentikan oleh KPPU.
Sekretariat KPPU adalah bagian dari susunan organisass KPPU,"® yang
merupakan suatu unit organisasi yang dibentuk untuk mendukung atau membantu
pelaksanaan tugas KPPU.' Mengenai susunan organisasi, tugas dan fungs
Sekretariat diatur lebih lanjut dengan keputusan KPPU.% Selanjutnya Sekretariat
KPPU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada

KPPU.%

Dalam keputusan KPPU No.41/KEP/KPPU/V1/2003 tentang Sekretariat
Komis Pengawas Persaingan Usaha disebutkan bahwa Sekretariat KPPU
mempunyal tugas pokok memberikan dukungan teknis operasional dan
administratif kepada KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
sebagaimana diatur daam UU No. 5 Tahun 1999.# Daam rangka

menyelenggarakan tugas pokok memberikan dukungan teknis operasional dan

'8 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
pasal 8

19 penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1999.
2 Pasal 34 ayat (4)
21 Keputusan KPPU No. 41/K EP/K PPU/V1/2003 Tentang Sekretariat KPPU, Pasal 1 ayat (3)

22 |bid., Pasa 2
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administratif tersebut di atas, Sekretariat KPPU diberikan beberapa wewenang

oleh KPPU, yaitu:*

1.

Menetapkan kebijakan teknis operasional yang berkaitan dengan
pel aksanaan tugas dan wewenang K PPU

Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan rencana dan program
kerja Sekretariat KPPU

Menetapkan kebijakan mengenai pedoman dan tata kerja Sekretariat
KPPU

Menetapkan kebijakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya
manusiadi lingkungan Sekretariat KPPU

Menetapkan kebijakan teknis operasional pengelolaan keuangan serta

sarana dan prasarana yang berlaku di lingkungan Sekretariat KPPU.

Lebih lanjut di dalam keputusan KPPU tentang Sekretariat KPPU, disebutkan

bahwa Sekretariat K PPU juga menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu: %

1.

Perencanaan, pengorganisasian, pel aksanaan, pemantauan,
pengendalian dan evaluasi seluruh kegiatan teknis operasional dan
administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
kewenangan KPPU, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 35 dan

Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999.

% |bid., Pasal 3

2 bid., Pasa 4
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2. Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana

dan prasarana.

Berdasarkan keputusan KPPU No.41/KEP/KPPU/V1/2003 Tentang

Sekretariat KPPU, maka susunan organisasi Sekretariat KPPU terdiri dari:®

a. Kepala Sekretariat Komisi

Kepala Sekretariat Komisi adalah unsur yang memimpin Sekretariat KPPU,
yang dalam hal ini disebut Direktur Eksekutif, di mana kedudukannya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada KPPU diwakili oleh Ketua dan Wakil
Ketua Komisi. Adapun tugas dari Direktur Eksekutif adalah melaksanakan
koordinasi, merumuskan, menetapkan serta memimpin pelaksanaan tugas
Sekretariat KPPU.

b. Direktorat Administrasi

Lingkungan Direktorat Administrasi dipimpin oleh seorang Direktur
Administras yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Eksekutif. Sedangkan tugas dari Direktur Administrasi
adalah merumuskan, melaksanakan, dan memimpin pengelolaan umum,
perlengkapan dan peralatan, perencanaan dan keuangan, serta sumber daya
manusia di lingkungan Sekretariat KPPU. Sehingga untuk melaksanakan tugas
teknis selanjutnya, maka Direktorat Administrasi dibagi lagi menjadi

Subdirektorat  Umum dan Perlengkapan, Subdirektorat Perencanaan dan

% |bid., Pasal 5.
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Keuangan, dan Subdirektorat Sumber Daya Manusia yang masing-masing
subdirektorat tersebut dipimpin oleh Kepala Subdirektorat.
c. Direktorat Penegakan Hukum

Direktorat Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Direktur Penegakan
Hukum, yang juga berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Direktur Eksekutif. Tugasnya adalah merumuskan, melaksanakan dan memimpin
pengelolaan penegakan hukum dan penanganan perkara dugaan pelanggaran
terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Lingkungan Direktorat Penegakan Hukum terdiri
dari Subdirektorat Penanganan Pelaporan, Subdirektorat Monitoring Pelaku
Usaha, Subdirektorat Penanganan Perkara, Subdirektorat Monitoring Putusan dan
Litigasi, Penyelidik, dan Panitera.
d. Direktorat Kebijakan Persaingan

Direktorat Kebijakan Persaingan dipimpin oleh Direktur Kebijakan
Persaingan yang memiliki tugas merumuskan, melaksanakan dan memimpin
pengelolaan kajian industri dan atau persaingan usaha, serta pemberian saran dan
pertimbangan KPPU kepada Pemerintah dan lembaga terkait berkaitan dengan
pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999. Direktorat ini terdiri dari Subdirektorat
Industri, Subdirektorat Regulasi, Subdirektorat Pranata Hukum, serta Analis

K ebijakan Persaingan.
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e. Direktorat Komunikasi

Direktorat Komunikasi dipimpin oleh Direktur Komunikasi yang juga berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif. Tugasnya adalah
merumuskan, melaksanakan, dan memimpin pengembangan dan pengelolaan
komunikasi dan hubungan timbal balik dengan berbagai kalangan masyarakat,
pemerintah, lembaga Negara, dunia usaha, asosiasi dan lembaga swadaya
masyarakat yang terkait dengan dunia usaha baik nasional maupun internasional,
serta media massa dalam rangka mendukung pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999.
Direktorat Komunikas terdiri dari Subdirektorat Advokasi, Subdirektorat
Kerjasama Kelembagaan, dan Subdirektorat Publikasi yang masing-masing
Subdirektorat dipimpin oleh Kepala Subdirektorat.
f. Staf Ahli Komisi Bidang Ekonomi dan Staf Ahli Komisi Bidang Hukum

Staf Ahli ini adalah orang-orang yang berpengalaman, ahli, dan senior di
bidang ekonomi, dan atau bidang hukum yang diperlukan untuk memberikan
masukan dan pertimbangan hukum dan atau ekonomi kepada KPPU yang
berkaitan dengan tugas yang ditangani KPPU. Secara fungsional Staf Ahli ini
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada KPPU, dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif
g. Asisten Direktur Eksekutif Bidang Ekonomi dan Bidang Hukum.

Kedua Asisten Direktur Eksekutif ini merupakan orang-orang yang

berpengalaman dan ahli di bidang teknis operasional ekonomi, dan atau hukum
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yang diperlukan untuk membantu Direktur Eksekutif dalam melaksanakan
tugasnya. Sehingga keduanya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Direktur Eksekutif.
h. Pengendalian Internal

Pengendalian Internal dilakukan oleh seorang Pengendali Internal yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif dalam
rangka melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan keuangan, mangjerial dan

pel aksanaan program serta kegiatan di lingkungan Sekretariat KPPU.
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Stuktur Organisasi KPPU Sumber KPPU Tahun 2008

Anggota Komisi

Ketua/Wakil Ketua KPPU

Staff ahli komisi bidang
hukum

Staff ahli komisi bidang
ekonomi

Sekretariat
Direktur eksekutif

Asisten Direktur Eksekutif

Asisten Direktur Eksekutif

Kantor Perwakilan
daerah : Medan

bidang hukum bidang ekonomi Surabaya. Balikpapan,
| ! | i |
Pengendali Direktorat Direktorat kebijakan Direktorat Direkt
Internal Penegak hukum persaingan komunikasi orat
Admin
istrasi
L
Subdirektorat Subdirektorat Subdirektorat Suubdirektorat
Penanganan laporan Industri Advokas [ ] Umumdan []
Perlengkapan
Subdirektorat Subdirektorat :
Subdirektorat regu| as ker] asama . Subdirektorat
Pemberkasan kel embagaan Perencanaan
dan Keuangan
Subdirektorat
Panitera ] Prananta
Hukum Subdirektorat | |
: SDM
Subdirektorat
Subdirektorat —
Penanganan Perkara Publikasi
Subdirektorat
Subdirektorat Monitiring Teknologi
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C. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
1. Peran KPPU dalam Mengawasi Aktifitas Ekonomi
Pengawasan (Bahasa Inggris. surveillance) ialah tindakan memperhatikan
tingkah laku atau kelakuan, yang dimaksud dengan sistem pengawasan iaah
proses memperhatikan tingkah laku orang ramai, objek atau proses dalam sistem
keakuran pada norma-norma yang berkaitan.?® Berdasarkan Undang-undang No.
5 Tahun 1999, bahwa objek pengawasan KPPU adalah aktifitas ekonomi yang
dilakukan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan pengawasan KPPU berperan
untuk melakukan penilaian terhadap pelaku usaha yang dianggap melanggar UU.
Penilaian tersebut merupakan penilaian terhadap:
a. Pganjian-perjanjian yang dilarang
Perjanjian yang dilarang adalah segala bentuk perjanjian yang
melanggar ketentuan UU. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengatur
perjanjian yang dilarang dalam bab IIl mulai pasal 4 sampai pasa 16,
perjanjian-perjanjian tersebut adalah :
1. Oligopoali
2. Penetapan harga
3. Pembagian wilayah
4. Pemboikotan

5. Kartd

% http//:www.wikipidi.com di akses pada tanggal 23 April 2009


http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggeris
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelakuan&action=edit&redlink=1
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6. Trust

7. Oligopsoni

8. Integrasi vertika

9. Perjanjian tertutup

10. Perjanjian dengan pihak luar Negeri
b. Perbuatan yang dilarang menurut UU.

Kegiatan yang dilarang adalah suatu kegiatan yang dilakukan
masyarakat dengan melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. kegiatan
yang dilarang ini diatur dalam pasal 17 samapai pasal 24 UU No. 5 Tahun
1999, yaitu:

1. Monopoli
2. Monopsoni
3. Penguasaan pasar
4. Persekongkolan
c. Larangan yang berkaitan dengan posisi dominan.

Y ang dimaksud dengan posisi dominan adalah pelaku usaha yang

menguasal 50% atau 75% untuk suatu kelompok usaha, atas pangsa pasar

suatu barang atau jasa tertentu.””  Pelaku usaha dilarang menggunakan

posis dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

27 Pasal 26 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999



68

menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah dan atau

menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing,

baik dari segi harga maupun kuadlitas, atau membatasi pasar dan
pengembangan teknologi; atau menghambat pelaku usaha lain yang
berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.”®

Selain itu diatur juga pelarangan terhadap posisi dominan dalam

Pasal 26 sampai Pasal 29, yang meliputi:

a. Pelarangan seseorang untuk menduduki jabatan rangkap di perusahaan

yang berbeda

b. Pelaku usaha di larang memiliki saham mayoritas pada beberapa

perusahaan sgenis

c. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan saham perusahaan

lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usahatidak sehat.

Pengawasan KPPU terhadap bidang ekonomi masyarakat merupakan salah
satu pertimbangan dibentuknya KPPU yaitu untuk mengawal terselenggaranya
demokrasi dalam bidang ekonomi yang menghendakal adanya kesempatan yang
sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan

pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha yang sehat efektif dan efisien

2 Pasal 25
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sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar

yang wajar.”

2. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mengadili
a. Dasar Penegakkan Hukum

Secara tegas Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kewenangan kepada Komisi
Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani perkara dugaan pelanggaran
terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Dalam penanganan perkara pelanggaranan
terhadap hukum persaingan usaha terdapat beberapa peraturan yang digunakan
menjadi dasar, antaralain:*

a) Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

b) Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 tentang Komis Pengawas
Persaingan Usaha atau KPPU, keputusan, pedoman maupun petunjuk

teknis mengenai KPPU

% Jimli Assidigi, Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi, (Jakarta
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), him. 145.

%0 Ditha Wiradiputra, (Staf Pengajar FHUI, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan
dan Kebijakan Usaha FHUI),” Pengantar Hukum Persaingan Indonesia® Modul untuk Retooling
Program under Employee Graduates at Priority Disiciplines under TPSDP (Technology and
Profesional Skills Development Sector Project) DIKTI, (Jakarta: 14 September 2004), HIm. 96.
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¢) Keputusan KPPU No.5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyampaian
Laporan dan Penanganan adanya Pelanggaran terhadap Undang-undang
No.5 Tahun 1999
d) HIR/RBg atau hukum acara perdata, yaitu untuk ketentuan hukum acara
perdata jika pelaku usaha menyatakan keberatan atas putusan komisi
sesuai dengan pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 atau apabila
terdapat gugatan perdata yang didasarkan pada adanya perbuatan
melanggar hukum
e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu ketentuan
hukum acara pidana jika perkara tersebut dilimpahkan kepihak penyidik
sesual dengan pasal 44 ayat (4) Undang-undang No.5 Tahun 1999.
KPPU adalah lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan
kekuasaan pemerintah serta pihak lain, walaupun secara struktural pertanggung
jawaban atas kinerjanya, KPPU memberikan laporan kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat secara berkala. Tujuan dibentuknya KPPU adalah agar
implementasi  undang-undang serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan
efektif sesuai asas dan tujuannya. KPPU mempunyai peranan besar dan penting
dalam mengawasi dan menerapkan UU No. 5 Tahun 1999, Peran KPPU tersebut
telah dirumuskan dalam UU No. 5 Tahun 1999 pada pasal 35 mengenai tugas

KPPU yaitu:
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a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16

b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usahatidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal
17 sampai dengan Pasal 24

c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan
posiss dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28

d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana
diatur dalam Pasal 36

e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah
yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat

f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan
Undang-Undang ini

g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.*

%1 Pasal 35
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Dengan demikian, tugas KPPU adalah melakukan penilaian apakah telah
terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang atau kegiatan usahailega yang telah diatur
daam UU, seandainya KPPU menilai telah terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang
atau kegiatan usaha yang dilarang, maka KPPU dapat menggunakan wewenangnya
untuk memerintahkan penghentian perjanjian-perjanjian yang dilarang dan kegiatan
usaha yang dilarang tersebuit.

Dari sdluruh tugas yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penegakan hukum
(law enforcement) adalah tugas utama atau inti dari seluruh tugas yang diberikan
kepada KPPU. Tugas tersebut dilaksanakan KPPU meaui penanganan perkara
pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 di mana proses penanganan
perkara di KPPU dilakukan melaui barbagai tahapan, ha ini dapat dilihat dalam
skema penaganan perkara olen KPPU sebagai berikut :

Tabd 1.2
Proses Penanganan Perkaradi KPPU

Inisatif KPPU ----------------' Penyldlkan

Pemeri ksaan

Pemeriksaan
—> pendahul uan e
Laporan laniutan

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ‘

Pembuatan — Pembacaan —> Pel aksanan
putusan putusan putusan
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Sebagaimana prindp penegakan hukum, maka Anggota KPPU wagib
melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama®
serta wgjib mematuhi tata tertib KPPU.>® Penanganan perkara dugaan pelanggaran
terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tugas prioritas KPPU
dilaksanakan baik dalam kerangka tindakan yang bersifat responsif terhadap laporan
dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dari masyarakat (publik)
atau pelaku usaha, maupun sebagal suatu tindakan yang bersifat inisiatif berdasarkan
hasi| temuan KPPU sendiri.

Menurut ketentuan pasal 38, laporan adanya pelanggaran terhadap Undang-
undang No 5 Tahun 1999 dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan keterangan
peristiva pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkanya. Pelapor juga harus
memberikan identitas dirinya dan sifatnya adalah rahasia.selanjutnya peraturan komis
menjelaskan, bahwa laporan dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh Pelapor
dan daam bahasa Indonesia dengan memuat keterangan yang jelas dan lengkap
mengenal telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang
dengan menyertakan identitas diri.* dimana proses penanganan perkara di KPPU

dilakukan melalui barbagai tahapan, yaitu:

¥ KEPRES Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal 11
ayat (1)

% Pasal 11 ayat (2)

% PERKOM No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU Anggota
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pasal 12 ayat (1).
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1. Tahap Klarifikes keedasan dan aau kelengkapan laporan yang
disampaikan oleh publik (Klarifikas Laporan).®

2. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan sdlamalamanya 30 (tiga puluh) hari
yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Pendahuluan.*

3. Tahap Pemeriksaan Lanjutan selamalamanya 90 (sembilan puluh) hari
yang dilakukan oleh Mgjelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.®’

4. Tahap Pembuatan Putusan sdlamalamanya 30 (tiga puluh) hari yang
dilakukan oleh Mgjelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha ®

5. Pembacaan Putusan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.*°

b. Pembuktian

Alat-alat bukti yang digunakan oleh komisi pada dasarnya hampir sama
dengan yang ada dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu berupa
keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan
keterangan pelaku usaha. Perbedaannya dengan KUHAP terletak pada

ditambahkannya kata, dan/atau dokumen serta keterangan pelaku usaha,

% K eputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 05/K PPU KEP/ X/ 2000. Tentang
Tata Cara Penyampaian Laporan Dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU Nomor 5
Tahun 1999. Pasal 11

% Pasal 14

¥ Pasal 16

% Pasal 22

% Pasal 24
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sedangkan dalam KUHAP adalah surat dan keterangan terdakwa. Hal ini telah
tepat, karena pada pemeriksaan di komis status pelaku usaha bukanlah sebagai
seorang terdakwa.

Sebagai cabang dari ilmu hukum, pembuktian dalam hukum persaingan
usaha juga menganut asas yang berlaku secara umum, yaitu asas minimal dua alat
bukti. Suatu tindakan dapat dikatakan terbukti jika didukung oleh dua aat bukti
yang memiliki persesuaian satu sama lain.*> Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999
menjelaskan alat bukti dalam pemeriksaan KPPU adalah:

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

3. Surat dan atau dokumen

4. Petunjuk

5. Keterangan pelaku usaha

c. Menetapkan keputusan

Berkaitan dengan mengeluarkan putusan terhadap sebuah perkara KPPU
membentuk sebuah majlis komis untuk memutuskan putusan yang tepat. Mgelis ini
memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian hasl

pemeriksaan lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau dat bukti lain yang

“0 Farid F. Nasution, Peranan Analisis Ekonomi dalam Pembuktian Pelanggaran Hukum
Persaingan Usaha,” Majalah Kompetisi, ed-10, 2008, him. 8.
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disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan Terlapor.** Apabila
terbukti telah terjadi pelanggaran, Mgdis Komis daam putusannya menyatakan
Terlapor tedah meanggar ketentuan undang-undang dan menjatuhkan sanks

administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang.*?

Output dari penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPU tersebut adalah
penetapan-penetapan dan  putusan-putusan dalam rangka memberikan kepastian
hukum terhadap perkara bersangkutan. Pada akhirnya, terhadap seluruh putusan yang
telah diterbitkan KPPU diperlukan upaya lanjutan berupa monitoring terhadap
pelaksanaan putusan-putusan tersebut dan upaya litigas jika atas putusan-putusan
tersebut terdapat upaya keberatan (challenge) ke Pengadilan Negeri yang dilakukan
pelaku usaha terkait.

Keberatan terhadap putusan KPPU hanya digukan pelaku usaha Terlapor
kepada PN ditempat kedudukan ussha pelaku ussha tersebut®® Jka Keberatan
digukan lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan KPPU yg sama, dan memiliki
kedudukan hukum yg sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yg sama™

namun jika berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat menggukan

“! Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Penanganan Perkara di KPPU Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pasal 54 ayat (1).

“2 Pasal 54 ayat (2)

*3 Pasdl 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005
“ Pasd 4 ayat (3)
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permohonan tertulis kepada MA untuk menunjuk salah satu PN disertai usulan
pengadilan manayang akan memeriksa keberatan tersebut.*

Setelah melakukan proses penanganan perkaradi PN ternyata masih ada pihak
yang merasa tidak puas dengan keputusan yang ditetapkan PN maka KPPU atau pun
pihak terlapor®® bisamengagjukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).*’ Sesuai dengan
mandat UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berusaha sekuat tenaga menyel esaikan berbagai
kasus praktek persaingan usaha tidak sehat baik yang dilaporkan masyarakat maupun
yang ditemukan sendiri oleh KPPU sebagai perkarainisiatif. Sebagian besar (kira-kira
sembilan puluh persen) kasus yang ditangani oleh KPPU, berdasarkan pengaduan
publik maupun inisiatif penyelidikan adalah menyangkut praktek tender kolusif.

Ada bebergpa perkiraan mengenai mengapa kasus-kasus tender kolusif ini
yang kemudian dominan ditangani saat ini. Perkiraan tersebut antara lain karena
praktek tender kolusf merupakan jenis praktek anti persaingan yang akibatnya
langsung dirasakan oleh pesaingnya, biasanya dalam nilai yang cukup signifikan, lain

dengan praktek anti persaingan usahalainnya.*®

> Pasd 4 ayat (4)

% Yang dimaksud terlapor dalam penanganan perkara pelanggaran UU No 5 Tahun 1999
adalah pihak yang diduga melanggar UU tersebut

" Pasal 45 ayat (3) UU No 5 Tahun 1999

“ Rikrik Rizkiyana,“Perilaku Anti-Persaingan di Indonesia,” (Makalah disampaikan pada
Diskusi panel Memperingati Dua Tahun Diberlakukannya UU. No. 5/1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Tema Evaluasi Penegakan UU No. 5 Tahun
1999 dan Visi ke Depan, (Jakarta, 26 Maret 2002), hal. 13
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Perkara-perkara yang telah diputus oleh KPPU cukup banyak, diantaranya
adalah perkara distribusi Semen Gresik, perkara tender penjualan saham PT.
Indomobil Sukses International, perkara JCT (Jakarta International Cargo
Terminal), penyediaan jasa survey gula impor oleh PT. Sucofindo dan PT.
Surveyor Indonesia dan perkara pemblokiran terhadap SLI yang dilakukan oleh
PT. Telekomunikasi Indonesia. Berikut adalah tabel peningkatan jumlah perkara
yang ditangani oleh KPPU dari tahun 2000 — 2007:*°

Tabel 1.3

Jumlah Perkara Y ang Ditangani KPPU

&

&

e N -~

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Penetapan m Putusan m Barjalan
Sumber: KPPU Putusan dari tahun 2000 sampai agustus 2008

Kedudukan KPPU dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai badan
Publik yang menimbulkan kewenangan bersifat judicial administrative act

(kewenangan Peradilan bersifat administratif). Kedudukan itu terlihat dari

“9 http//www.K PPU.go.id



79

ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yang secara yuridis mencantumkan tugas KPPU
dibidang penegakan hukum persaingan. Dengan tugas dan kewenangan
berdasarkan UU tersebut, KPPU berwenang menerapkan hukum persaingan usaha
melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan menjatuhkan putusan. Menurut
Jmli assidigi, KPPU sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU memiliki
fungsi campuran antara sifat legislatif, eksekutif sekaligus yudikatif.™

Berjalannya proses pemeriksaan, berdasar pengaduan yang diikuti dengan
dibuatnya putusan bagi pelaku usaha bukan lagi tergolong Keputusan Tata Usaha
Negara. Setelah diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 KPPU juga mempunyai
peran dalam mengeluarkan keputusan dengan memberikan sanksi terhadap
perkara yang berdasar pada pengaduan dari masyarakat. Putusan KPPU tidak
didasari suatu tuntutan pembatalan seperti halnya keputusan Tata Usaha Negara
yang bersifat individual, tetapi merupakan putusan yang didasari kepentingan
penegakan hukum untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui
terciptanya persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik-praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat.>* Ketentuan penjatuhan sanksi terhadap pelaku
usaha yang melanggar Undang-undang ini dapat dikelompokan ke dalam tiga
kategori yaitu:

1. Sanksi administrasi

% 1bid., him. 25.

> http//:www.kppu.go.id. diakses tanggal 23 April 2009
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Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang.>® Tindakan

administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a

Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau

Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau

Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang
terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan

persaingan usahatidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan
posisi dominan; dan atau

Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha
dan pengambilaihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
dan atau

Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua

puluh limamiliar rupiah)*

%2 Pasal 47 ayat (1)

% Pasal 47 ayat (2)
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2. Sanksi pidana pokok

a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal
14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28
diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua
pulun  lima miliar  rupiah) dan  setinggi-tingginya Rp
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan
pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasa
15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini
diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (
lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda
selama-lamanya 5 (lima) bulan.>

c. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam
pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3

(tiga) bulan.

> Pasdl 48
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3. Pidanatambahan.
Bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat juga
dikenakan pidana tambahan sesuai dengan pasal 10 KUHP berupa:

1. Pencabutan izin usaha;

2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan
pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki abatan
direks atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-
lamanya lima tahun

3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan
timbulnya kerugian pada pihak lain.>

Peran KPPU dalam memberikan sanksi merupakan tindak lanjut dari

pemeriksaan yang dimulai dari penelitian, pemeriksaan lanjutan, kemudian
melalui majlis Komisi dikeluarkanlah putusan. Majlis Komisi sebagai bidang
yang bertugas melakukan pemeriksaan pada tingkat pendahuluan diberikan
wewenang untuk memberi putusan. Putusan yang dikeluarkan merupakan hasil

penelitian dari bukti-bukti dan saks terhadap perkara yang ditangani.

%5 Pasal 49



BAB IV
ANALISISTERHADAP KEWENANGAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

Implementasi kebijakan persaingan yang efektif wlible dari sinergi
positif terhadap kewenangan lembaga persainganualiu snegara. Efektifitas
implementasi yang baik akan mampu meningkatkan rkels#an lembaga
persaingan dalam penegakan hukum. Sebagai lembagg@ gibentuk oleh
pemerintah untuk memenuhi tujuan terlaksananyanikisaha yang sehat, KPPU
berupaya melindungi aktifitas ekonomi masyarakatri dpenyimpangan
terstruktut yang dilakukan oleh pengusaha.

Komisi pengawas persaingan usaha merupakan lendegasyarakatan
yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujieatentu. Model lembaga
seperti ini diklasifikasikan ke dalam bentuk lemhagacted institutiorfs selain
itu jika ditinjau dari sudut sistem nilai-nilai ygrditerima masyarakat, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha diklasifikasikan dalamukbdoasic institutions.
Bacic institutionsdianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang ssargatg

untuk memelihara tata tertib dalam masyarékat.

! Struktur yang dimaksudkan adalah monopoli, duopaligopoli, dan kompetisi
monopolistik. Lihat B3EI UllEkonomi Islam(Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hl
3209.

2 Soerjono Soekantd?okok-Pokok Sosiologi Hukurtlakarta : PT Raja Grafindo Persada,
2004), him. 77.

3 Ibid., him. 78.
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Di Indonesia, pada bulan Maret 1999 telah dikelaarkJU Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dasaitegan Usaha Tidak
Sehat yang menjadi landasan kebijakan persaingamidaiti dengan berdirinya
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di tahukubeya. Keberadaan
UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU, menjadi jalur utanegbhgai penanganan
kasus—kasus persaingan usaha. Sebelum lahirnya OU5NTahun 1999,
pengaturan terhadap persaingan usaha tidak sehapatsaingan curang diatur
dalam beberapa undang-undang. Pengaturan yang slichakntara lain terdapat
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) p&8al, Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1365, Wpdadang Nomor 5
Tahun 1984 tentang Perindustrian (UU. Perindustrmasal 7 ayat 2, Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DaskokHPokok Agraria
(UUPA) pasal 13 ayat 2 dan 3, dan Undang-undangdddnTahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana diubah déhgdang-undang Nomor
4 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nbrilahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas. Dengan berlakunya UU No. 5rraé89 yang dikhususkan
untuk mengatur persaingan tidak sehat diharapkanpmnanenciptakan keadilan
dan kepastian hukum dalam menghadapi praktek mdindgoo persaingan usaha
tidak sehat.

Pada dasarnya UU No. 5 Tahun 1999 mempunyai dugartyjyakni
persaingan dan non persaingan. Tujuan persaingaahatercapainya efisiensi

kegiatan usaha guna mewujudkan iklim usaha yangtssbdangkan tujuan non
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persaingan adalah menjaga kepentingan umum. Tdrdigpakategori praktek
usaha yang dianggap dapat menghambat persaingainysety ditetapkan dalam
UU No. 5 Tahun 1999, yaitu : perjanjian yang difeyakegiatan yang dilarang
dan posisi dominah.

Lembaga yang diberi wewenang oleh negara untukkuleda penegakan
hukum persaingan diatur secara tersendiri dan dardengan penegakan tindak
pidana pada umumnya. Berdasarkan UU No. 5 Tahur®,1B9nbaga yang
berwenang melakukan penegakan hukum persaingaaha#@misi Pengawas
Persaingan Usaha. Sebenarnya penegakan hukumngearsaiapat dilakukan
oleh lembaga yang sudah terbentuk sebelumnya, ¥a&mlisian, kejaksaan dan
pengadilan. Pengadilan merupakan tempat penyeteqaéskara yang resmi
dibentuk oleh Negara. Dalam hal terjadi pelanggaesinadap UU No. 5 Tahun
1999, penyelesaian perkara pada tingkat pertarak tidekukan oleh pengadilan,
akan tetapi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 pertersebut dilimpahkan
kepada KPPU yang memulai pemeriksaannya berdasdakanan masyarakat
maupun atas inisiatif KPPU sendiri. KPPU mempurik@ivajiban melakukan
pemeriksaan pendahuluan dan menetapkan perlu jidaklakukan pemeriksaan
lanjutan. Terhadap perkara yang dilakukan pemeaikdanjutan, KPPU wajib
memberikan putusan telah atau tidak terjadi pelarayg terhadap UU No. 5

Tahun 1999.

* http://www.heruwidodolawfirm.com, “"Lahirnya UU meingan Usaha di Indonesia”, di
akses tanggal 1 Juni 2009
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Pembentukan KPPU dan perannanya merupakan salahugaya dari
peran pemerintah Indonesia dalam menciptakan keaimssin masyarakat
dibidang ekonomi. Hukum Islam juga menetapkan aagengawasan terhadap
pasar perdagangan. Sebagaimana pendapat Yusdéwi, dalam perjalanan
sejarahnya, hukum Islam telah menghasilkan suatbdga yang disebudisbah
dengan kewajiban utamanya sebagai pengontrol pralkielagangan dan kontrol
terhadap moral secara umum sebagai upaya menegeddiajikan dan mencegah
kemunkaran. Seoranguhtasib (petugashisbah) dapat menerima laporan atau
pengaduan masalah yang berhubungan dengan hakamak ngasuk ke dalam
bidangnya yaitu pengawasan dalam bidang ekononergepengaduan telah
terjadi penipuan dalam takaran dan timbanddmstasib juga boleh mendesak
orang yang selalu menangguhkan pembayaran hutaag ssegera melunasi
hutangnya hal ini sebagai langkah inisiatif damdéikan lembagaisbah untuk
menindaklanjuti kazaliman yang ada disekitarnya.hia muhtasib juga
mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadapg-@rang yang
berkedudukan tinggi atau mengawasi pejabat yarak ttdemenuhi tugas dan
kewajibannya.

Langkah awal dalam implementasi efektif hukum pegan adalah
menganalisis peran Komisi Pengawas Persaingan Udalen mengawasi

aktifitas ekonomi, hal demikian bertujuan untuk npemegas keberadaan Komisi

> A. Rahmat Rosyadi, dan NgatinArbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Pasitif
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), him. 37
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Pengawas Persaingan Usaha dalam peranannya menjaekianisme pasar
secara sempurna. Untuk lebih menjamin mekanismear psscara sempurna
peranan lembaga ini sangat penting. Rasulullah S&Wdiri telah menjalankan
fungsi sebagamnarket supervisoataumuhtasib yang kemudian banyak dijadikan
acuan untuk peran negara terhadap pasBenghargaan Islam terhadap
mekanisme pasar berdasar kepada ketentuan Allah I&Miia perniagaan harus

dilakukan secara baik dengan rasa suka sama slama daQuran dinyatakan

P oF 84 OSSN Jldb (S oSl JSBY gl gl
=

Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik ng@mberikan
mutual goodwillbagi para pelakunya maka nilai-nilai moralitas ladutharus
ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang meaidperhatian penting dalam
pasar adalah persaingan yang séfat play), kejujuran(honesty,) keterbukaan
(transparancy) dan keadilan(justice)® Sebagai suatu lembaga hukum yang
mengawasi berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 188Ra KPPU dapat
berfungsi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagaikut:

1. Menetapkan hubungan antara warga masyarakat, dengaetapkan

prikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yiauguag.

® B3EI Ull, Ekonomi Islam(Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), B42.
" An-Nisa’ (4): 29

8 B3EI Ull, Ekonomi Islamhlm. 303.
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2. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahabgien
kondisi kehidupan.

3. Membuat alokasi wewenangauthority) dan menentukan dengan
seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakp&isaan
dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tegraedektif,

4. Disposisi masalah-masalah sengketa

Dalam sejarah pertumbuhan masyarakat kawmslimin, kekuasaan

yang pertama kali memerintah adalah kekuasaan giapgnpin oleh Rasulullah
SAW. Setelah Rasulullah SAW berhasil membentukyara&kat merdeka yang
terdiri dari masyarakat majemuk di kota Yatsrib (Meh), maka Nabi SAW
memperoleh suatu kekuasaan umum yang luas, rtielipu

a. Kewenangan memerintah,

b. Mengadili,

c. Melindungi wilayah dan penduduknya,

d. Menegakkan keadilan dan

e. Mengembangkan kesejahterdan.

® Hal ini dikenal dengan naskah perjanjian Madinahgy&hir melalui suatu perjanjian
yang dibuat bersama dan disepakati bersaleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan tata
masyarakat baru. Dengan lahirnya naskah pé&farjladinah &l-'/Ahd al-Madanj ini, dunia abad
ke-7 Masehi diperkenalkan pada satu model lsdarmyang sebelumnya dunia hanya mengenal
dua jenis atau model kekuasaan yang mengatur nasyaraitu kekuasaan kepala suku (dalam
masyarakat yang mengenal domisili tetap damlapamukiman). Ketika itu dunia sama sekali
belum mengenal dan menyaksikan model kekuasaamdsatuk Negara dan pemerintahan modern,
kecuali sedikit teori klasik Negara utopia ciptapara filsuf Yunani yang tidak pernah lahir dalam
kenyataan.
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Untuk menganilisa peran Komisi Pengawas Persairgsaha, maka
dalam perspektif hukum Islam terdapat penjelasamgeai kewenangan
lembagahisbah dalam mengawasi aktifitas masyarakat.

Prinsip diselenggarakannya lembagabah adalahamar ma’if nahi
munkar Seluruh kekuasaan Islam tujuannya adadamar ma'mif dan nabhi
munkar baik itu berupa kekuasaan militer besar sepertigna menteKniyabah
al-sultaniyah) maupun kekuasaan militer kecil seperti badan kspol ataupun
otoritas mal dan otoritagisbah .° Wilayatul Hisbah adalah departemen resmi
yang dibentuk oleh pemerintah negara Islam. Tug&@manya adalah
melaksanakanamar ma’mf nahi mungkar. Istilah Wilayat, menurut lbnu
Taimiyyah dalam al-Siyasah al-Syar’iyyah, bermakna "wewenang"” dan
"kekuasaan" yang dimiliki oleh institusi pemerirdahuntuk menegakkan jihad,
keadilan,hudid, melakukanamar ma’if nahi mungkar serta menolong pihak
yang teraniaya, semua ini merupakan keperluan aggeray terpenting.
Sementara katdsbah bermakna pengawasan, pengiraan dan perhitungan.

Menurut imam al-Ghazali prosemmar ma’iif nahi munkarmemiliki
empat rukun yang harus ada seandainya mengingtelgaknya kebaikan, yaitu :
pertamanuhtasib (orang atau lembaga yang mencegah)tasab ‘alayhi(orang

yang dicegah)muptasab fhi (perbuatan yang dicegah), damafs almuhitasab

9 |bn Taimiyyah, Tugas Negara Menurut Islamalih bahasa, Arif Maftuhin Dzahir,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. 9.
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(sesuatu yang dicegat). Dalam perjalanan sejarahnya kewenandésbah
terhadap pasar bisa dilihat sebagaimana dipraktelen Khalifah Umar ibn al-
Khattab. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukasngy dan jasa yang
alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban mamlisia. Praktek ekonomi
pada masa Rasulullah SAW ddthulafz’ al-Rasyidn menunjukan adanya
peranan pasar yang be$arDalam pengawasan pasar yang dilakukan oleh
Khalifah Umar ibn al-Khattab adalah untuk menjarkeébenaran transaksi dari
setiap penyimpangdfi.

Adapun kewenangamisbah pada masa pemerintahan Umar ibn al-
Khattab dalam mengawasi pasar pada dasarnya sapwti sgang pernah
dipraktekan oleh Nabi SAW. Namun pada masa penagyam Umar lbnu al-
Khattab aturarmisbah mulai disusun dan kekuasaaisbah mulai melembaga
pada masa pemerintahan{alugas pengawasan lembagjabah pada masa
khalifah Umar Radiyallahu ‘anhu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Kewenangarhisbah terhadap pasar adatah:

1. Kebebasan keluar masuk pasar

1 Al-Ghazali, Mutiara Ihya’ Ulumuddn Ringkasan yang di tulis sendiri oleh Sang Hujjatu
Islam alih bahasa, Irwan kurniawan, (Bandung: Mizaf@3Qhlm. 176.

12B3EI Ull, Ekonomi Islamhim. 343.

13 Jaribah bin Ahmad Al-Hadii, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattgbalih bahasa, Asmuni
solihan Zamakhsyari, (Jakarta timur: Khalifa, 2Q@6n. 600.

14 A. Rahmat Rosyadi, dan NgatinArbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Pasitif
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), him. 35.

15 Lihat , Jaribah bin Ahmadkikih Ekonomi Umar Bin Khattathim. 601-618.



91

2. Mengatur promosi dan propaganda

3. Larangan menimbun barang

4. Mengatur perantara perdagangan

5. Pengawasan terhadap harga

6. Pengawasan barang yang diimpor dan mengambil (sgjak 10%).

Dalam sejarah Islam, hierarki struktutéébah berada di antara lembaga
peradilan.Wilayatul mazalim bersama dengawilayatul gada.*® Ketiga institusi
tersebut mempunyai peran yang sama Yyaitu sebagdwabtm peradilan yang
memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, te¢tiganya mempunyai
perbedaan dalam hal cakupan tugas serta weweNdi@yatul gada adalah
lembaga peradilan umum seperti dikenal sekaranlgyatul mazalim adalah
lembaga peradilan yang dibentuk untuk menanganiskkesewenang-wenangan
dan kezalimanpejabat pemerintah, sedangkaiayatul sisbah adalah lembaga
yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syari’at Islamamar ma’iif nahi
munkar secara umumAnalisis terhadap peran KPPU merupakan tinjauan
terhadap tugas yang diemban berdasarkan Undangwgda. 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha TiddkaByang dikelompokan

sebagai berikut.

16 Al-Mawardi, Al-Ahkim As-Suliniyyah Wa al-Wityat Ad-Dniyyah (Beirut: Daar al-Fikr),
him. 303.
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1. Pandangan Hukum Isam Terhadap Peran KPPU dalam Mengawas

Aktifitas Ekonomi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki fungsaga |embaga
penunjang(auxiliary). Menurut Jimly Asshiddigie kewenangan lembaga Ikega
ada yang berasal dari UUD dan ada yang dalam pdokamya berasal dari
UU.'" Berdasarkan penjelasan UU No. 5 Tahun 1999 balakeandmenciptakan
iklim usaha yang sehat maka dibentuklah lembaga yamudian selanjutnya
disebut komisi. Dengan demikian KPPU merupakan aellembaga negara yang
dibentuk atas dasar kewenangan UU Pembentukan ¢enitengawas Persaingan
Usaha ini merupakan suatu kebutuhan, karena tasgraya lembaga pengawas
ini, kepentingan UU No. 5 Tahun 1999 untuk mewuprdiperekonomian yang

sehat tidak akan berjalan dengan mudah.

Dalam Islam, pengawasan itu merupakan otoritasagutllah SWT yang
dalam praktiknya didelegasikan kepada manusia selaglifah-Nya. Demikian
pula dalam hal ekonomi maka syari’ah menentukaraatyang mengatur prilaku
ekonomi. Islam mengharuskan pelaku ekonomi untuleko&an transaksi secara
benar oleh karena itu Islam melarang praktek ekongang merugikan
masyarakat umum misalanya melarang keras kecuramgdam menakar,

menimbang, dan mengukustighal (melangitkan harga)hktikar ( penimbunan),

7 Jimly Asshiddigie, "Hubungan Antar Lembaga Negassca Perubahan Uud 194Bahan
ceramah pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinddafpim) Tingkat | Angkatan XVIlI Lembaga
Administrasi Negara, (Jakarta, 30 Oktober 2008, 6.
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riba, dan lain-lairt®

Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPamdaknjalankan
fungsinya untuk mengawasi aktifitas ekonomi medtiujuan yang telah diatur
dalam UU. No. 5 Tahun 1999. Tujuan tersebut sesleaigan tujuan-tujuan
lembaga hisbah terhadap kegiatan ekonomi, dimana pengawasan pasar
merupakan tugas pertameuitasib (pengawas) pada masa permulaan Islam.
Secara lebih eksplisit tujuan-tujuan pengawasanbdga hisbah terhadap
aktifitas ekonomi dapat dilihat pada masa khalitimar Radhiyallzhu ‘anhu
Tujuankisbah pada masa Umdtadhiyalhu ‘anhuadalah sebagai beriktit:

1. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatameko

2. Mewujudkan keamanan dan ketentraman

3. Mengawasi keadaan rakyat

4. Melarang orang membuat aliran air tanpa adanyatibbn

5. Menjaga kepentingan umum

6. Mengatur transaksi di pasar.

Seorang muslim dalam menjalankan kegiatan ekonoaik ksebagai
produsen atau konsumen wajib menjalankan aturaaratkegiatan ekonomi

tersebuf® Karena pengawasan pribadi kadang melemah padaiaebarang

8 Ahmad Mujahidin Ekonomi Islam(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) him .123

19 Jaribah bin Ahmad Al-Btitsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattahalih bahasa, Asmuni
Solihan Zamakhsyari, (Jakarta timur: Khalifa, 2Q06jn. 591.

20 |pid., him. 591.
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sehingga mereka tidak melaksanakan aturan-aturgiatia ekonomi yang pada
akhirnya berisiko merugikan pihak-pihak lain, deraik juga Rasulullah SAW
pernah mengutus seorang sahabat yang bernamaBda’ia’id lbn ‘Ash Bin

Umayyah untuk memantau dan mengawasi pasdengutusan Rasulullah
terhadap sahabat tersebut merupakan peran aktifmgem untuk mengawasi
kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar apakah la@rjgaesuai dengan aturan

Syari'at atau tidak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas peran KPRamdanengawasi
aktifitas ekonomi pada dasarnya merupakan upayeeet@h Indonesia untuk
menekan terjadinya tindakan sewenang-wenang yaagudan oleh individu
atau kelompok dalam menjalankan usahanya. Penmefasagenai peran lembaga
hisbah dalam Islam bisa menjadi dasar peranan yang dkala Komisi

Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi aldKiasmi.

. Pandangan hukum Islam peran KPPU dalam mengeluarkan keputusan dan
memberikan sanksi

Berdasarkan penjelasan di Bab Ill, dapat dilihajdimana proses sebuah
perkara berjalan hingga menjadi sebuah putusan yimglai dari tahapan

klarifikasi atas suatu laporan pelanggaran terhadldpNo. 5 tahun 1999 dengan

ZLyusuf Qadawi, Peran Nilai dan Moralhlm. 462.
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tujuan untuk menyelidiki kejelasan pelenggaranetens Selanjutnya Komisi
melakukan penyelidikan sampai tahap mengeluarkarsan.
Dalam perspektif hukum Islam, kewenangan KPPU dafangeluarkan
suatu putusan yang diatur oleh UU No. 5 tahun Ifi8Agenai pemberian sanksi
kepada pelaku usaha yang melanggar, hal itu tiégatefmtangan dengan hukum
Islam. Dalam kajian lembagaisbah terdahulu menyebutkan bahwa faktor
terakhir yang menjadi komponen terbentukmiabah adalah tindakan dari
muptasib. Dalam hal ini tindakamuhtasib terhadap hal-hal yang menjadi objek
tugasnya dilakukan melalui beberapa tahapan darg yaaling ringan hingga
menuju kepada tahapan yang paling berat. Tahapapda tersebut adalah
menganjurkan kepada kebaikan, memberitahu mana lyaikgdan mana yang
buruk, memberi nasihat, menghardik, mengancam akamjatuhkan hukuman
hingga menjatuhkan hukuman yang setimpal.
Dengan uraian yang sistematis Muhammad Faruq ahdfaimembuat
tahapan-tahapan yang serupa, yaitu
1. Tahap pemberitahuanmérhalah at-ta’rij, yaitu dengan memberikan
sosialisai dan penyuluhan mengenai hukum-hukum tgerey berkaitan,
dalam hal ini tentunya hukum persaingan usaha dekigk monopoli.

2. Tahap pemberian nasihahdrhalah al-wa’z wa an-nash wa at-takifiwyang
dilakukan dengan cara-cara halus.

3. Tahap penegasanmérhalah at-tagr al-anif) setelah dilakukan tahap

sebelumnya tetapi belum berhasil menyadarkan pgtahgbah .
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4. Tahap merubah dengan tangan atau kekua&tadyr bi al-yad) seperti
menumpahkan khamr, merampas timbangan yang tide#teadsebagainya,

5. Tahap ancamarat-tahdd wa at-takhwf) kemudian dengan

6. Tahap pemukulan dan penahanait@hdd wa al#abg

7. Terakhir menggunakan kekuatan senjakigti'anah bi al-a'wan wa as-
silah)*

Mengenai peran KPPU dalam memberikan sanksi, malabi
Muhammad SAW merupakan orang pertama yang berhasihperkenalkan
konsep lembaga pemerintahan kedalam sejarah umaismadan meletakkan
dasar aturan yang menyeluruh yang terdiri dari gghprinsip asas suatu
perlembagaan yang bdikDalam hal menyelenggarakan pemerintahan yan baik
Allah SWT telah memberikan tuntunan untuk manusisat Nabi Muhammad

SAW melalui firman-Nya:
oSl ) Gy o2aS 131y Lelat (1) caaWll g g O oSl ) O
gy gt O A 01 4y oSy Lawi ) O Jually

Ayat ini turun setelah terjadinya perang Uhud y#argadi pada tahun 3 H

sehingga ayat ini turun sekitar tahun 4 H dengamipasva perintah baru yaitu

22 Ahmad Dimyatj Teori Keuangan Islam: Rekontruksi Terhadap Teeiuangan Al-
Ghazali, (Yogyakarta :Ull Press, 2008), HIm. 96

% Afzalur Rahman,Ensiklopedia Sirah Surah Dakwah Dan lIslarfKuala Lumpur:
Zulfadzli,1994), him. 1077.

24 An-Nisa’ (4): 58
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penyelenggaraan Negara. Menurut Mohammad Abduh RKasyid Ridho

seandainya Allah SWT hanya menurunkan dua ayafAituNisa’ 58 dan 59)

untuk menjelaskan azas-azas penyelenggaraan dsllam maka ayat itu sudah
mencukupi bagi orang Islam. Ayat ini mempunyai kamghn mengenai
pemenuhan hak-hak warga Negara pada zaman Nabienpban hak itu

diantaranya hak memperoleh keadilan.

Dengan demikian, prinsip keadilan harus tetap dwate@n dalam ukuran
pemberian sanksi kepada pelanggar Undang-undand Nahun 1999, setelah
melalui proses penyidikan dan penyelidikan terhaslzgtu perkara maka dalam
mengeluarkan putusan KPPU tidak boleh berlaku zaBardasarkan ayat
tersebut, menjadi suatu kewajiban bagi Komisi PemagaPersaingan Usaha untuk
menciptakan dunia ekonomi yang sehat yaitu dengamekankan pada
persamaan semua individu di depan hukum dan peakibar keadilan yang
merata. Segala bentuk yang menyimpang dari kaidalakan berakibat pada
ketidakadilan dan ekploitagiulm)?® karena KPPU adalah lembaga Negara yang
diberikan amanat oleh rakyat untuk mengawasi jalaridndang-undang No. 5
tahun 1999, dan hal ini senada dengan tujuan dikitbnnya Undang-undang

Prinsip keadilan yang dijadikan dasar kewenanganPWPdalam
peranannya mengeluarkan putusan adalah demi kdrmatmlamasyarakat. Baik

itu masyarakat yang melanggar ataupun yang meedsgya diabaikan oleh orang

% M. Umer Chapralslam Dan Pembangunan Ekongraiih bahasa, Ikhwan Abidin Basti,
cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), Him. 156.
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lain. KPPU bertindak sebagai pengadilan pertama piégk yang berperkara,
yang manaoutput dari pengadilan KPPU ini adalah sebuah keputusan.
Selanjutnya pihak yang melanggar dipersilahkan kumtengajukan banding ke
Pengadilan Negeri atau menerima keputusan KPPU.

Selain itu dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU Bldolahun 1999 juga
memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menjatulskaksi tindakan
administratif kepada pelaku usaha yang melanggntean-ketentuan dalam
UU tersebut.

“Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakdministratif

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuamygndalang ini.2

Berapa besarnya denda, bagaimana tata cara pergintidenda, dan
ketentuan mana saja dalam UU No. 5 Tahun 1999 gapgt dikenakan denda
tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut.|B&sayat (2) huruf (g) hanya
memberikan batasan denda serendah-rendahnya I mipah dan setinggi-
tingginya 25 milyar rupiah.

KPPU sudah berkali-kali mengeluarkan putusan dengaamnksi
pembayaran denda yang bervariasi kepada pelakua ugatg terbukti telah
melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Banyalikpyang kemudian
mempertanyakan justifikasi yuridis atas pengenaamdd yang ditetapkan oleh

KPPU dan dasar perhitungan yang dilakukan oleh KRRlam menetapkan

% pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
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besaran suatu denda. Sebelum dapat menjawab Etapgrtanyaan tersebut,
pertama harus dipahami dulu filosofis dari eksistesenda, dalam perspektif
Islam dan wacana hukifn Denda merupakan salah satu bentuk penghukuman
terhadap pelanggaran hukum publik di samping bemgkghukuman lain
misalnya hukuman penjara. Pada awalnya, filosofighekuman dimaksudkan
untuk menistakan pelaku pelanggaran atau kejalats@but, untuk menjaga rasa
keadilan publik maka pelaku pelanggaran atau k&gahaarus dihukum setimpal
dengan perbuatannyaDalam ilmufigh terdapat hukune’zir yang didefinisikan
sebagai sanksi disiplin dengan pemukulan, atauhpeagn, atau embargo, atau
pengasingan, juga termasuk denda. Rasullullah sgrathah menjatuhkata’zir
kepada orang-orang yang melakukan jual beli di ihadgengan mendoakan
mereka agar tidak mendapatkan keuntungan dari juasibelinya. Diterangkan

dalam hadist :

29&;)@ ;“m CUN doen BRI t\%‘;r&ﬁjjé

Tujuan ta’zir adalah pendidikan dan bukan penyiksaan atau balas

dendant® Berkaitan dengan hal tersebut diatas pemberianewamg terhadap

10.

" “Tinjauan Hukum Atas Sanksi Denda KPPW}ajalah kompetisiNo 9 Tahun 2007, him.

28 |pid, him. 12.

% HR Al-Bukhari, dalamEnsiklopedi Muslim Minhajul Muslimjralih bahasa, Fadhli Bahri,

cet. ke-1 (Jakarta: PT Darul Falah, 2000), him.. 708
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KPPU untuk memberikan sanksi dipandang sah oleimisglan menurut hukum.
Mengenai besaran denda yang diputuskan KPPU mad@sudiikan dengan
ukuran denda yang dapat membuat jera pelaku usaig berbuat curang, atas
dasar bahwa pemberiga'zir adalah memberikan pendidikan kepada umat yang

berlakuzhzlim dalam melakukan aktifitas ekonomi.

30 Abu Bakar Jabir Al-JazairiEnsiklopedi Muslim Minhajul Muslimjralih bahasa, Fadhli
Bahri, cet. ke-1 (Jakarta: PT Darul Falah, 2000, 708.



BAB V

PENUTUP

A. Kesmpulan
Kesimpulan dari pembahasan Peran Komisi Pengawesaiffgan Usaha
yaitu sebagai berikut:
1. KPPU dalam menjalankan fungsinya untuk mengawd&siitas
ekonomi memiliki tujuan yang telah diatur dalam Wd. 5 Tahun
1999. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan-tujearbdgahisbah
terhadap kegiatan ekonomi, dimana pengawasan pasarpakan
tugas pertamanuhtasib (pengawas) pada masa permulaan Islam.
Sehingga peran KPPU sebagai pengawas merupakaen@apiasi
dari fungsi lembagaisbah dalam Islam yang menjadi dasar peranan
yang dijalankan Komisi Pengawas Persaingan Usahamda
mengawasi aktifitas ekonomi.
2. Pemberian sanksi terhadap pengusaha yang melabgbamarangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Patlasipnya,
kewenangan KPPU dalam mengeluarkan suatu putusagm diatur
oleh UU No. 5 tahun 1999 mengenai pemberian s&@mda pelaku
usaha yang melanggar, hal itu tidak bertentangarmgate hukum
Islam. Dalam hal ini tindakamuhitasib terhadap hal-hal yang menjadi

objek tugasnya dilakukan melalui beberapa tahapainydng paling
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ringan hingga menuju kepada tahapan yang palingt.b&ahapan-

tahapan tersebut adalah menganjurkan kepada kebaikkanberitahu

mana yang baik dan mana yang buruk, memberi nasitetghardik,

mengancam akan menjatuhkan hukuman hingga mengiuhk

hukuman yang setimpal

Atas dasar itu tampak jelas bahwa peran Komisi &&ag Persaingan

Usaha terhadap kewenangannya mengawasi aktivimsoek dan melakukan
investigasi sampai pemberian sanksi terhadap pelsiba yang melanggar UU.
No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Mondpaf Usaha Tidak Sehat

sangat relevan dengan hukum Islam.

B. Saran
Berangkat dari kesimpulan terhadap pembahasamanksgrhadap skripsi
ini yang telah penyusun paparkan d iatas penyusemawarkan beberapa saran
penting. Harapan penyusun semoga dengan saraagat chemberikan maslahat
bagi perkembangan perekonomian yang sehat. Tawenrsgbut antara lain
1. Sebagaimana dibicarakan di awal bahwa UU tentarandan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telahbexgan kewenangan
yang cukup mapan dalam mengawasi para pelaku pemguerhadap
KPPU meskipun dalam beberapa aspek kecil belum vhuamusan yang
lebih eksplisit. Untuk itu implementasi UU larangpraktek Monopoli

dan Persaingan tidak Sehat hendaknya harus benar-berlandaskan
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pada prinsip kemaslahatan masyarakat. Bahkan gkl fhal-hal yang

tidak tertulis secara rinci dan eksplisit dalam Henhdaknya dipikirkan

ulang untuk kemudian diamandemen. Pasalnya UU dararpraktek

monopoli dan persaingan tidak sehat merupakan paywkum bagi

KPPU dan selayaknya tidak memberikan celah se&peilpun yang dapat
mendatangkan kerugian bagi masyaraka.

2. Hendaknya KPPU melakukan kerjasama dengan lemleagiaaga lain
yang dapat mengoptimalkan perannya dalam melakyergawasan
seperti dengan lembaga pengawas obat-obatan daanarakSehingga
memudahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalalakukan
investigasi terhadap prilaku curang dalam transaksnomi.

3. Dalam tradisi akademik, menurut hemat penyusunupegkiranya
diadakan studi tentang ilmu hukum persaingan usahgannya adalah
selain menambah wawasan ilmu pengetahuan juga &ebpgya untuk
mencetak akademisi yang menjunjung niali-nilai mhgang terkandung
dalam hukum Islam.

Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi ini tdapamberikan
manfaat bagi kita semua, khususnya bagi almameateinta Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur’ an dan Tafgr

Departemen Agama RAI-Qur’an danTafsirng, 1990.

B. Kelompok Figh

Azis Dahlan, Abdul (ed.Enslikopedi Hukum Islajcet. ke-1 Jakarta: Ickhtiar
Baru Van Hoeve.

Ghazali, Mutiara lhya’ Ulumuddin Ringkasan yangtdiis sendiri oleh Sang
Hukkatul Islam, alih bahasa Irwan kurniawan, Bargdumizan, 2003

Harisi, Jaribah bin Ahmadijkih Ekonomi Umar Bin Al-KhatglAlih Bahasa,
Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta Timur: Khal#@06

Islahi, A.A., Konsep Ekonomi Ibnu TaimiyalAlih Bahasa, Anshari Thayib, cet.
ke-1, Surabaya : PT Bina limu, 1997.

Jazairi, Abu Bakar Jabinsiklopedi Muslim Minhajul Muslimjnalih bahasa,
Fadhli Bahri, cet ke-1 Jakarta: PT Darul Falah,®00

Mawardi, al-Ahkam asSultaniyyah wa al-Widyat ad-Oniyyah, Beirut: Daar al-
Fikr.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi IslarB@EIBREkonomi Islam
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Solikhin, lin, “Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahiatam”
JurnalStudi Islam dan Budaya, Vol 3: 1.

Taimiyah, lbnu, Tugas Negara Menurut IslgmAlih Bahasa: Arif Maftuhin
Dzahir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

C. Lain-lain

Azwar Karim, AdiwarmansSejarah Pemikiran Ekonomi Islardakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2006.

105



106

Bakker, Anton & Zubair, Ahmad Charisletodologi Penelitian Filsafatlakarta:
Ul Press, 1986

Chapra, Umer M. Islam Dan Pembangunan EkongnAlih bahasa, Ikhwan
Abidin Basri, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2000

...... , Masa Depan Iimu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islaitijy Bahasa, Ikhwan
Abidin Basri, M.A, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insaress, 2001

Daud Ali, Muhammad dan Habibah Dal@mbaga-lembaga Islam Di Indonesia
cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Dimyati, Ahmad,Teori Keuangan Islam:Rekontruksi Terhadap Teoridtean
Al-Ghazalj Yogyakarta :Ull Press, 2008.

Fuady, Munir,monopoli menyongsong persaingan SeBandung: Citra Aditya
Bakti, 1999)

http://www.pa-kendal.net.com, “Peran Dewan Syaridlasional (DSN) dan
Pengawasan Ekonomi Syariahgleh Hasanudin. Akses tanggal 28 Maret
2009.

http://www.republika.co.id, Monopoli Dalam Pandamgdslam, Oleh: Didin
Hafidhuddin, Diakses tanggal 28 Maret 2009

http://www.bisnis.com/servlet/pag&artel SMS bola panas keputusan KRPU
Diakses tanggal 26 Februari 2009

http://kompas.co.id/, KPPU Monopoly Watch PersoalRasal Suntikan Putusan
KPPU, Diakses tanggal 17 Februari 2009.

http://kompas.co.id/, KPPU Kukuh Putusannya UntamglkonsumenpDiakses
tanggal 17 Februari 2009.

http://www.KPPU.go.id, PERKOM No. 2 Tahun 200akses tanggal 13 Februari
2009

http://www.KPPU.go.idTinjauan Hukum Atas Sanksi Denda KPPUWdgmpetisj
No 9 Tahun 2007, Diakses tanggal 23 Februari 2009

http://www.heruwidodolawfirm.com “"Lahirnya UU Persaingan Usaha di
Indonesia,” di akses tanggal 1 Juni 2009

Igbal, Zamir & Mirakhor, AbbasPengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktek
Jakarta: Kencana, 2008.



107

KEPRES No 75 Tahun 199%ntang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha NorBdKRPU/ KEP/1/2009
Tentang Kode Etik Anggota Komisi Pengawas Persaitdsaha.

Marhijanto, BambangKamus Lengkap Bahasa Indonesia Popul8urabaya:
CV. Bintang Timur, 1996.

Mujahidin, Ahmad Ekonomi IslamJakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Nazir, MuhammadMetode PenelitianJakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nasution, Farid, F, "Peranan Analisis Ekonomi dalBembuktian Pelanggaran
Hukum Persaingan Usaha,” kompetisi ed 10 2008.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha NdhuhT2008.

Prayoga, Ayudha DRersaingan Usaha dan Hukum Yang Mengatusogd. ke-
I, ELIPS, 1999.

Qardawi, Yusuf,Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islarlih
Bahasa, KH Didin Hafidhudin, cet. kel, Jakarta: bBaob Press, 1997.

Rahman, FazlurEnsiklopedia Sirah Surah Dakwah Dan Islakuala Lumpur:
Zulfadzli,1994

Reksohadiprodjo, Soekanto, & Sudarmo, Tindriyo GN@anagement Produksi
cet, ke-3, Yogyakarta: BPFE UGM.

Rivai, Veithzal & Veithza, Andria Permataslamic Financial Management,
Teori, Konsep dan Aplikasi panduan praktis untuknbdaga keuangan,
nasabah, praktisi, dan mahasiswiakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Rosyadi, Rahmat, & Ngatindirbitrase Dalam perspektif Islam dan Hukum
Positif, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Sukanto, Soedjond?okok-Pokok Sosiologi Hukuyroet. ke-I, Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 1999.

Tarigi, Abdullah Abdul Husain,Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan tujuan
Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangantékrallonopoli dan
Persaingan Tidak, Jakarta: Citra Media Wacana, .2008



108

Wiradiputra, DithaHukum Persaingan Usaha IndonesModul untuk Retooling
Program under Employee Graduates at PriorityDiki@g under TPSDP,
DIKTI. Jakarta: 14 September 2004.

Yani, Ahmad dan Widjadja, Gunawafinti Monopolj cet. ke-1 Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1999.



Lampiran 1

TERJEMAHAN
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Footnote

Terjemahan

12

12

13

24

26

30

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampa
amanat kepada yang berhak menerimanya,
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(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

manusia supaya kamu menetapkan dengan
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang se

adil.
baik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nis 58).

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan
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yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada
yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar

merekalah orang-orang yang beruntung.(al-aim}
104).

supaya harta itu jangan beredar di antara orangyq
Kaya saja di antara kamu... (al-Hasyr : 7).
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampa
amanat kepada yang berhak menerimanya,
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di ar
manusia supaya kamu menetapkan dengan
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang se
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah N
mendengar lagi Maha Melihat. (an-Alis 58).

supaya harta itu jangan beredar di antara orangg
Kaya saja di antara kamu... (al-Hasyr : 7).

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada p
malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadi
seorang khalifah di muka bumi.”... (al-Baafar. 30).

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah @
rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan mel
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kej
(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan y

kan
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adil.
paik-
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kan
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ang
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nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa Y
Telah kamu kerjakan. (at-Taubah: 105).

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kef
yang ma'ruf dan mencegah dari yang mun
merekalah orang-orang yang beruntung.(ali-Im
104).

ang
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pada
kar

ran:

Rasulullah Saw bersabda: “Hai orang-orang, jand@anla

di antara kaum muslimin yang berlaku curang,
barang siapa yang berlaku curang, dia bukanlah
pihak kami”.

dan
dari
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sz
memakan harta sesamamu dengan jalan yang
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku de
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah |
membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah M
Penyayang kepadamu.(An-is29).

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampa
amanat kepada yang berhak menerimanya,
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di ar
manusia supaya kamu menetapkan dengan
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang se
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah N
mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nis 58).

“katakanlah oleh kalian kepada orang yang mer
dam membeli di masjid, ‘mudah-mudahan Allah tig
memberi  keuntungan pada perdagangann
(Diriwayatkan At-Tirmidzi).

aling
batil,
ngan
Kamu
aha

kan
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Lampiran 2
BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA

1. Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali ibn Muhachmbaa Habib al-Basri.
Beliau lahir di Basrah tahun 364 H dan wafat taltf H. Beliau hidup pada era
bani Abbasiyah kedua, tepatnya pada masa pememide khalifah yakni al-
Qadir Billah dan Al-Qa’imu Billah. Belajar Ushul dh, Figh dan tafsir. Beliau
merupakan penganut madzhab Syafi'i. Al-Mawardi nagradkan kedudukan
tinggi di mata raja-raja bani Buwaih. Raja-raja B&uwaih menjadikan Al-
Mawardi sebagai mediator antara mereka dengan -anamgy yang tidak
sependapat dengan mereka. Mereka puas dengan rmpgyansebagai mediator
dan menerima seluruh keputusannya. la belajarrsadhitri al-Hasan ibn Ali ibn
Muhammad al-Jaballi (sahabat Abu Hanifah al-Jumdb@n belajar figh pada
Abu al-Qasim as-Sumairi di Basrah dan sebagaingay&k sekali buku yang
telah ditulisnya baik dalam bidang figh, figh pidjttafsir, dan sastra. Diantara
hasil karyanya yang sangat monumental dan dijadikajukan dalam
penyelenggaraan negara ada&hkam as-Sulthaniyah

2. Yuasuf Qardawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad YUsuf QardBveahirkan di Safat Turab,
Mesir, pada tanggal 9 September 1926. ia dikerzhgas seorang ulama yang
ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan Dekarlfak Syari'ah Universitas
Qatar. YUsuf Qardawlahir dalam keluarga yang taat menjalankan ajagama.
Pada usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia dan sagktu, ia hidup di bawah
asuhan pamannya. Kecerdasan Qardawlah terlihat sejak ia masih kecil, pada
usia 10 tahun ia sudah mampu menghafalkan al-Qdéagan baik, kecerdasan
Qardaw semakin terlihat ketika ia berhasil menyelesaikardinya di Fakultas
Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952gdanpredikat terbaik.
Setelah itu ia melanjutkan studinya di jurusan bah&rab selama 2 tahun, dan
selanjutnya ia belajar di Lembaga Tinggi Riset @amelitian Masalah-masalah
Islam sela 3 tahun. Pada tahun 1960, Qardaasuk Program Pascasarjana
(Dirasah al-'Ulya) di Universitas al-Azhar, Qairdan setelah selesai ia
mengambil Program Doktor dan menulis disertasi yaegudul Figh az-Zakah
(Figh Zakat). Dalam sejarah hidupnya, YOsuf Qaiggernah ditahan penguasa
militer Mesir atas dasar tuduhan membantu pergardkawanul Muslimin
pimpinan Hasan al-Banna yang bergerak dalam bidlaagah dan Mu'amalah.
Selain selain terkenal sebagai ahli hukum IslamsufQardaw juga dikenal
sebagai seorang ulama yang rajin menulis buku. Wddmarya-karya YUsuf
Qardaw antara lain: Kitab al-Halal Wa al-Haram Fi al-tslaFigh al-Zakah, al-



Ibadah, an-Nas Wa al-Halaq, al-Hilal al-Islam, aemasih banyak buku-buku
lainnya.

3. Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, Aceh utara 10 Maret 1904 esighh keluarga ulama
pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuranb.A@ari silsilahnya
diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga pulybhtwlari Abu Bakar Ash-
Shiddieq. Anak dari pasangan Teungku Amrah dan &@j-Fengku Muhammad
Husen ibn Muhammad mas’ud. Ketika berusia 8 tahtdasbi mendayang
(nyantri) dari dayah (pesantren) satu ke dayah yaimg berada di bekas pusat
kerajaan Pasai tempo dulu. Semasa hidupnya, Muhdrfiasbi telah menulis 72
judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, haditgjih dan pedoman ibadah
umum. Dalam karir akademiknya, menjelang wafat, penoleh gelar Doctor
Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkgaaPerguruan Tinggi
Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislamanndbnesia. Satu
diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBAdp tanggal 22 Maret 1975
dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 29 Oktob@75. Pada tanggal 9
Desember 1975, setelah beberapa hari memasukitikeraraji, dalam rangka
menunaikan ibadah haji, beliau berpulang ke Rahmahtwan dimakamkan di
pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Naskalakter yang beliau
selesaikan adalah Pedoman Haiji.

4. Imam at-Tirmidzi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Muhammad ianbésasal dari desa
Tirmidzi di pantai sungai Jihan di Bukhara. Dalanembaca kalimat Tirmizi
boleh dengan tiga macam cara yaitu Tirmizi, Turnta Tarmizi.

Beliau lahir pada tahun 200 H, dan wafat pada tab6in H. Kitab Tirmidzi
termasuk dalam kitab yang Enam vyaitu Bukhari, MaslAbu Daud, Tirmidzi
dan Ibn Majah. Beliau termasuk penulis terkenakjimadits-hadits nya dapat
dijadikan pengangan dalam mengambil keputusanpspgamasalahan dan juga
diakaui secara umum hadits-haditsnya walaupun kietggnya di bawah kitab
Sahih Bukhari.

5. Ibnu Taimiyah
Beliau adalah imam, Qudwah, ‘Alim, Zahid dan D& Allah, baik dengan kata,
tindakan, kesabaran maupun jihadnya; Syaikhul Isl&hafti Anam, pembela



dinullah dan penghidup sunah Rashlalallahu’alaihi wa sallamyang telah
dimatikan oleh banyak orang, Ahmad bin Abdis Salaim Abdillah bin Al-
Khidhir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy Al-Hany Ad-Dimasyqy.
Lahir di Harran, salah satu kota induk di Jaziralabfa yang terletak antara
sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hariilsd® Rabiu’ul Awal tahun
661H. Beliau berhijrah ke Damasyq (Damsyik) bersaporang tua dan
keluarganya ketika umurnya masih kecil, disebaldenbuan tentara Tartar atas
negerinyaa. Mereka menempuh perjalanan hijrah padéam hari dengan
menyeret sebuah gerobak besar yang dipenuhi dekigdmnkitab ilmu. Imam
Ibnu Taimiyah juga pada masanya, dia hidup padameaesyelombangnya fitnah-
fitnah dan tersebarnya ujian-ujian. Mulai fithahrféa sampai fitnah Rawafidh,
juga fitnah tersebarnya madzhab Asy’ariyah yangymepang dan lain-lainnya.
Dia turun di setiap medan bagai tentara berkuda ymsar dengan membawa
pedang, pena, dan mata lembing. Hingga pada sumdti dia mendapat
kehormatan dari sebagian sulthan (penguasa). Sut#raebut datang kepada
Ibnu Taimiyah dengan membawa musuh-musuhnya yangfitnah tentang
dirinya, memenjara, menyakiti, mengusir dan menddaja. Sulthan berkata
kepadanya : “Apa yang akan kamu lakukan kepadakae?e Dia menjawab :
“Saya memberi maaf kepada mereka’. Maka merekarkdgpadanya. Mereka
berkata : “Wahai lbnu Taimiyah, kami mendzalimimanckamu mampu untuk
membalasnya, tetapi kamu memberikan maaf?” Dia ameal) : “Ini adalah
akhlak orang-orang beriman”. Memang, akhlak inakidimilki kecuali oleh
orang-orang istimewa saja. Yaitu, kamu memberi p@edahal kamu pada posisi
yang tinggi, terlebih-lebih setelah banyak didzaloleh orang yang diberi maatf.
Oleh karena itu, apabila kita membaca sejarah tikitk mendengar seorang yang
namanya Bakri dan Akhna'i kecuali karena lbnu Tgahi telah membantah
keduanya.



Lampiran I11

PRESIGEM
REPUBLIK IHNCORESA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK

SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

Mengingat :
1.

bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkapadie
terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Fncks) Undang-
Undang Dasar 1945;

bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendalanyad
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara loetpértisipasi di
dalam proses produksi dan pemasaran barang dajaataulalam iklim
usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehinggaatdapendorong
pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasey wajar;

bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia Hmsteda dalam
situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehindgk menimbulkan
adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku testdau, dengan
tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksam oleh negara
Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjrdgarnasional;

bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimakdadhdauruf a,
huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif DewanviFakilan Rakyat perlu
disusun Undang-Undang Tentang Larangan Praktek puinalan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Agat dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945;



Dengan per setujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

BAB | KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan at@agaran barang dan atau
atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaka asail satu kelompok pelaku
usaha.

b. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekomdehi satu atau lebih
pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya prodlats atau pemasaran
atas barang dan atau jasa tertentu sehingga mekenlkpersaingan usaha tidak
sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

c. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yatey atas suatu pasar
bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usahaggghidapat menentukan
harga barang dan atau jasa.

d. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku tistkamempunyai pesaing
yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitamgaterpangsa pasar yang
dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi ¢gitidi antara pesaingnya di
pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampusmdan, kemampuan
akses pada pasokan atau penjualan, serta kemanymbak menyesuaikan
pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

e. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atian hssaha, baik yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yadigikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilaykiom negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melgbarjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalamgoek@nomi.

f. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingampelaka usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaramdaan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hulkatau menghambat
persaingan usaha.



. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau leleilakyp usaha untuk
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelalahadain dengan nama apa
pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah b&stjgsama yang dilakukan
oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain deng&such untuk menguasai
pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usalgabgaisekongkol.

Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pendelpenjual baik secara
langsung maupun tidak langsung dapat melakukansdkan perdagangan
barang dan atau jasa.

Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitamrdgggkauan atau daerah
pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barangfalajasa yang sama atau
sejenis atau substitusi dari barang dan atau ¢asaliut.

. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang membgrétanjuk tentang aspek-
aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap gdarilpelaku usaha dan
kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pdimbambatan masuk dan
keluar pasar, keragaman produk, sistem distribdiah penguasaan pangsa
pasar.

Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan gefaku usaha dalam
kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barangatda jasa untuk
mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaban pertumbuhan aset,
target penjualan, dan metode persaingan yang cigana

. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atabdvalg atau jasa tertentu yang
dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkisiam tahun kalender
tertentu.

. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam treineakang dan atau jasa
sesuai kesepakatan antara para pihak di pasangktan.

. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguaagbdan atau jasa baik
untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepeggn pihak lain.

. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupdek tberwujud, baik
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dipardg@gn, dipakai,
dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumenpafaku usaha.

BAB |1
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2



Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiadahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbaagema kepentingan
pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3
Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiekenomi nasional
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan késegah rakyat;

. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peogat persaingan usaha
yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian gatmmberusaha yang
sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha mendaggbelaku usaha kecil;

. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usdbk sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatsaha.

BAB 111
PERJANJIAN YANG DILARANG
Bagian Pertama
Oligopoli
Pasal 4

. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengaakyealsaha lain untuk
secara bersama-sama melakukan penguasaan produksatadu pemasaran
barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkanlitagapraktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat.

. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secaranieeisama melakukan
penguasaan produksi dan atau pemasaran barangalafasa, sebagaimana
dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tigdakpeusaha atau kelompok
pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh plihoé persen) pangsa pasar
satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua
Penetapan Harga
Pasal 5

. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengaakypalsaha pesaingnya
untuk menetapkan harga atas suatu barang daraataygng harus dibayar oleh
konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutzgusamaua.



2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bieidku bagi:
a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usahagaity atau
b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang lyarigku.
Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang nkédvegkan pembeli yang
satu harus membayar dengan harga yang berbedaadga yang harus dibayar
oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yantas

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengaakyalsaha pesaingnya
untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yapgt dnengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengaakypelisaha lain yang
memuat persyaratan bahwa penerima barang danasauijlak akan menjual
atau memasok kembali barang dan atau jasa yangnditeya, dengan harga
yang lebih rendah daripada harga yang telah dimé@an sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidekt.seh

Bagian Ketiga
Pembagian Wilayah
Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengaakyalsaha pesaingnya
yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran abokasi pasar

terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat nigsifak terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat
Pemboikotan
Pasal 10

(1) Pelaku usaha dilarang membuat pe3rjanjian, dengkaky usaha pesaingnya,
yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untukkmieda usaha yang sama,
baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasamlegeri.



(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengaakypelsaha pesaingnya,
untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasapalaku usaha lain
sehingga perbuatan tersebut:

a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pels&haulain; atau

b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau elesdiiap barang
dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Bagian Kelima
Kartel
Pasal 11

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengakiypeisaha pesaingnya,
yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan angngroduksi dan
atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yarsy damgakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingahaisdak sehat.

Bagian Keenam
Trust
Pasal 12

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengaakyelsaha lain untuk
melakukan kerja sama dengan membentuk gabungasgbaan atau perseroan
yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan merhpekian kelangsungan
hidup masing-masing perusahaan atau perseroan tanggp yang bertujuan
untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran aesnty dan atau jasa,
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktekopmndan atau persaingan
usaha tidak sehat.

Bagian Ketujuh
Oligopsoni
Pasal 13

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengaakyelisaha lain yang
bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai gEmbeatau

penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan hagy®arang dan atau jasa
dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkgedinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secaranmeisama menguasai
pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dlichalalam ayat (1)



(1)

®3)

(4)

apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha ataonkmbk pelaku usaha
menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persgafgsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedelapan
Integras Vertikal
Pasal 14

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengaakypelisaha lain yang
bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah proglukg termasuk dalam
rangkaian produksi barang dan atau jasa tertermg ysana setiap rangkaian
produksi merupakan hasil pengolahan atau prosgstdan baik dalam satu
rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang tdapangakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan ateugrkan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Perjanjian Tertutup
Pasal 15

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengaakyelsaha lain yang
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima baam@tau jasa hanya
akan memasok atau tidak memasok kembali barangattan jasa tersebut
kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengaak ddin yang memuat
persyaratan bahwa pihak yang menerima barang @anjata tertentu harus
bersedia membeli barang dan atau jasa lain daakpelsaha pemasok.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengeaaahatau potongan
harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang amgmeusyaratan bahwa
pelaku usaha yang menerima barang dan atau jaspetku usaha pemasok:
harus bersedia membeli barang dan atau jasa lairpelaku usaha pemasok;
atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yanm @tau sejenis dari
pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari palakha pemasok.

Bagian Kesepuluh
Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri
Pasal 16



Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengaak péiin di luar negeri yang
memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjagmktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.

BAB IV
KEGIATAN YANG DILARANG
Bagian Pertama
Monopoli
Pasal 17

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atagukgrodan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dapat merngakilbarjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(3) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakudagupsaan atas produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimakaud dalam ayat (1)

apabila:
a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum bdttgsinya; atau
c. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masek dilam
persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, at

d. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usahguasai lebih dari
50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenianpaatau jasa
tertentu.

Bagian Kedua
M onopsoni
Pasal 18

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pastéanmenjadi pembeli
tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasarngkuotan yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan gtersaingan usaha tidak
sehat.

(2) (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap meaigpaeserimaan pasokan
atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimakslaindayat (1) apabila
satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usahguasai lebih dari 50%
(lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis bataugasa tertentu.

Bagian Ketiga
Penguasaan Pasar
Pasal 19



Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau bebdwegatan, baik sendiri
maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mbagan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidakatseberupa:

b. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentik melakukan
kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;

c. atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangseiingga dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan g@rsaingan usaha
tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalametapkan biaya produksi
dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari kompdmega barang dan atau
jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persainggma tidak sehat.
Bagian Keempat
Per sekongkolan
Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihalulauk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender sehingga dapat mentakibderjadinya
persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak uatuk mendapatkan
informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikan sebagai rahasia
perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjaghensaingan usaha tidak
sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak datuk menghambat
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jéseu pesaha pesaingnya
dengan maksud agar barang dan atau jasa yang tktawatau dipasok di pasar
bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlalalitas, maupun ketepatan
waktu yang dipersyaratkan.

BABV
POSISI DOMINAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 25



1. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi domindn derara langsung
maupun tidak langsung untuk:

a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tupiak mencegah
dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang

dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi haeggum kualitas; atau
c. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau

d. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi mepgsding untuk
memasuki pasar bersangkutan.

2. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimamakBud ayat (1) apabila:

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usa@mguasai 50%
(lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar sats parang atau jasa
tertentu; atau

b. b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelakha menguasai
75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsamsatu jenis barang
atau jasa tertentu.

Bagian Kedua
Jabatan Rangkap
Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai diredsi katmisaris dari suatu
perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilaranghgham menjadi direksi
atau komisaris pada perusahaan lain, apabila gexasaperusahaan tersebut:

c. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
d. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dam gais usaha; atau

e. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar loEm@ngtau jasa
tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya pkakhonopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga
Pemilikan Saham
Pasal 27

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas daslzerapa perusahaan
sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bigang sama pada pasar
bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapaap@an yang memiliki

kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkuten sgana, apabila

kepemilikan tersebut mengakibatkan:



a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usehguasai lebih dari
50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jeng\gatau jasa tertentu;

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelakwausanguasai lebih dari
75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar sati$ jearang atau jasa
tertentu.

Bagian Keempat
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 28

. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan alabupan badan usaha
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek momagerh atau persaingan
usaha tidak sehat.

. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihararsaperusahaan lain
apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkandiasja praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.

. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan a&ebpran badan usaha
yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayatgh) ketentuan mengenai
pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dithayat dalam (2) pasal
ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

. Penggabungan atau peleburan badan usaha, ataunmlajpan saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibatiset dan atau nilai
penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib ditsrukan kepada Komisi,
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tahggnggabungan, peleburan
atau pengambilalihan tersebut.

. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan ataup®hjualan serta tata cara
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayatigtlir dlalam Peraturan
Pemerintah.

BAB VI
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Bagian Pertama
Status
Pasal 30

. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini tlikefomisi Pengawas
Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.



o ok~ N

© N

Komisi adalah suatu lembaga independen yang texlejaasi pengaruh dan
kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.

Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.
Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 31

Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggaarang Wakil Ketua
merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tajanp anggota.

Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh ess atas persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.

Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) talamdhpat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan tekalosongan dalam
keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota d@patpanjang sampai
pengangkatan anggota baru.

Pasal 32
Persyaratan keanggotaan Komisi adalah:

warga negara Republik Indonesia, berusia sekurargagnya 30 (tiga puluh)
tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tabaca saat pengangkatan;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasay 1945
beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,;
jujur, adil, dan berkelakuan baik;

bertempat tinggal di wilayah negara Republik Induae

berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunygetaboan dan keahlian
di bidang hukum dan atau ekonomi;

tidak pernah dipidana;

. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan

tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.
Pasal 33

Keanggotaan Komisi berhenti, karena :

a. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;



d. bertempat tinggal di luar wilayah negara Repubiitdnesia;
e. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
f. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
g. diberhentikan.
Pasal 34

. Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tdgasfungsinya ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.

. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibaletu sekretariat.

3. Komisi dapat membentuk kelompok kerja.

. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, wulagsif sekretariat dan
kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusaKomisi

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 35
Tugas Komisi meliputi:

. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapatgakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidaktssebagaimana diatur
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha danta@akan pelaku usaha
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek momagerh atau persaingan
usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasahdyai dengan Pasal 24;

. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adaeygalahgunaan posisi
dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya prakbekopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diaim dRdsal 25 sampai dengan
Pasal 28;

. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisagsémana diatur
dalam Pasal 36;

. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebij&@merintah yang
berkaitan dengan praktek monopoli dan atau peraaingaha tidak sehat;

menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkd#agan Undang-undang
ini;

. memberikan laporan secara berkala atas hasil Kernaisi kepada Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Keempat



Wewenang
Pasal 36
Wewenang Komisi meliputi:

. menerima laporan dari masyarakat dan atau darkpelaaha tentang dugaan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingahaifdak sehat;

. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegistaha dan atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadirgletgk monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat;

. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan tephladaus dugaan praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ylagorkan oleh
masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghaghiekaku usaha, saksi, saksi
ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud leud#n huruf f, yang tidak
bersedia memenuhi panggilan Komisi;

. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalaaitarknya dengan
penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pela@ahauyang melanggar
ketentuan undang-undang ini;

. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, ohgky atau alat bukti lain
guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanygiderdi pihak pelaku
usaha lain atau masyarakat;

. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usahg giduga melakukan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidzdt;se

. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrafifakle pelaku usaha yang
melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Bagian
Kelima Pembiayaan
Pasal 37

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankanadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber4sumabe yang
diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangam lyamaku.

BAB VIl
TATA CARA PENANGANAN PERKARA
Pasal 38



. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi ataut pditiuga telah terjadi
pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat nré&kmposecara tertulis
kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentimbtgh terjadinya
pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.

. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya mmggaran terhadap Undang-
undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepamtaisi dengan keterangan
yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinyanggjaran serta kerugian yang
ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.

. Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayatgjib dirahasiakan oleh
Komisi.

. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimakdaih ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Pasal 39

. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalanh Fasgat (1) dan ayat
(2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuludan dalam waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah emera laporan, Komisi
wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan péma@an lanjutan.

. Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakulmmeriksaan terhadap
pelaku usaha yang dilaporkan.

. Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yangejeh dari pelaku usaha
yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.

. Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar rkatgan saksi, saksi
ahli,dan atau pihak lain.

. Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dafai(2) dan ayat (4),
anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 40

. Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap peladaha apabila ada
dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walatgnpa adanya laporan.

. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat éksdilakan sesuai dengan
tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.

Pasal 41

. Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperikséhwagnyerahkan alat bukti
yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau persaaR.

. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolakimekan informasi yang
diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaty menghambat proses
penyelidikan dan atau pemeriksaan.



. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Kodiserahkan kepada
penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengatektuan yang berlaku.

Pasal 42
Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:
a. keterangan saksi,
keterangan ahli,
surat dan atau dokumen,
petunjuk,

® oo T

keterangan pelaku usaha.

Pasal 43

. Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutanarabiat-lambatnya 60
(enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan tanjgebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (1).

. Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan anju sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang padéingal30 (tiga puluh) hari.

. Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidalfaidi pelanggaran terhadap
undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puhdri terhitung sejak
selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dichaksiam ayat (1) atau
ayat (2).

. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam aydtaf3is dibacakan dalam

suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umumsdgera diberitahukan
kepada pelaku usaha.

Pasal 44

. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usalemerima pemberitahuan
putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasaya&3(4), pelaku usaha
wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikaporan
pelaksanaannya kepada Komisi.

. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepadaddangNegeri selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerinmb@egtahuan putusan
tersebut.

. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dgmgka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap memeatusan Komisi.

. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dyatigh ayat (2) tidak
dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkatugam tersebut kepada



penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengagtelktuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasalydt3(4) merupakan
bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk rkekan penyidikan.

Pasal 45

. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelsaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu bp&e belas) hari sejak
diterimanya keberatan tersebut.

. Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalaauv@® (tiga puluh) hari
sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.

. Pihak yang keberatan terhadap putusan PengadilageriNesebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empatshdiari dapat mengajukan
kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam wagk{tiga puluh) hari
sejak permohonan kasasi diterima.

Pasal 46

. Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukurg ietap.

. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayadifiintakan penetapan
eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

BAB VIlII
SANKSI
Bagian Pertama Tindakan Administratif

Pasal 47

. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakhministratif terhadap
pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-umaiang

. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalgah @) dapat berupa:

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dithaledam Pasal 4
sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 1&tailan

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikayredi vertikal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau



c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikanatkeg yang
terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau ned@pkan
persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikayara&at; dan atau

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikaryafargunaan
posisi dominan; dan atau

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peldiactan usaha
dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksuch dRdaal 28; dan
atau

f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.0Q0.G8atu miliar
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000(@0a puluh lima
miliar rupiah).

Bagian Kedua
Pidana Pok ok
Pasal 48

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasalpaisdemgan Pasal 14, Pasal
16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 2 Ratah 28 diancam pidana
denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,0@(duia lima miliar rupiah)
dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (ssraniliar rupiah), atau
pidana kurungan pengganti denda selama-lamanyaaénjeoulan.

2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampairdPagal 8, Pasal 15, Pasal
20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undanggiiadiancam pidana
denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( nmtar rupiah) dan
setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua pulata miliar rupiah), atau
pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya®) (bulan.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undangginkiadiancam pidana
denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (sdiar rupiah) dan
setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliampiah), atau pidana
kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tidahbu

Bagian Ketiga
Pidana Tambahan
Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab UndangaomdHukum Pidana,
terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasab@g&@ dijatuhkan pidana
tambahan berupa:



a. pencabutan izin usaha; atau

b.

larangan kepada pelaku usaha yang telah terbuktlakoiean

pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk mekdugbatan

direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (daburnt dan selama-
lamanya 5 (lima) tahun; atau

penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yangiyei@abkan
timbulnya kerugian pada pihak lain.

BAB | X
KETENTUAN LAIN
Pasal 50

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undangdaiah:

a.

perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan mehaksn peraturan
perundang-undangan yang berlaku; atau

perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaaftektual seperti
lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desaidugrandustri, rangkaian
elektronik terpadu, dan rahasia dagang, sertarpamayang berkaitan
dengan waralaba; atau

perjanjian penetapan standar teknis produk baran@thu jasa yang tidak
mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau

. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tigi@knuat ketentuan

untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengaya lyang lebih
rendah daripada harga yang telah diperjanjikamn; ata

perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkaiti@o perbaikan standar
hidup masyarakat luas; atau

perjanjian internasional yang telah diratifikaselolPemerintah Republik
Indonesia; atau

perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan uekdpor yang tidak
mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dedgn; mtau

. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau

kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujotuk melayani
anggotanya.

Pasal 51

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berka&gan produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang menbaggaiidup orang banyak



serta cabang-cabang produksi yang penting bagiraetiatur dengan undang-
undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha MéifaNy dan atau badan
atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Piera.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

. Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peratpeaondang-undangan
yang mengatur atau berkaitan dengan praktek mondpal atau persaingan
usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakrdartgan atau belum diganti
dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

. Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian danna¢dakukan kegiatan dan
atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentudangrundang ini diberi
waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini dédkefan untuk melakukan
penyesuaian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 (satahun sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ypetagngan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran ré&e&epublik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Maret 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Maret 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARISNEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd
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